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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 
1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten 

Nunukan (Dispertanak) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 

03 Seri D Nomor 3) dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09). 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 

Tahun 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten 

Nunukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. Togas Pokok 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

di bidang pertanian tanaman pangan dan petemakan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

49 
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b. Fungsi 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan 

peternak:an sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan 

Pemerintah Daerah; 

2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di 

bidang pertanian tanaman pengan dan peteranakan; 

3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca 

pan en; 

4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; 

5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis bidang produksi dan sumber daya ternak; 

6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis bidang informasi teknologi ctan bina usaha; 

7) Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; 

8) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; 

9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

1 0) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
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c. Gambaran Umum Pelaksanaan P2BN Kabupaten Nunukan 

Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam 

pembangunan perekonomian nasional. Tidak saja sebagai penyedia 

bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap 

tenaga kerja, sumber mata pencaharian dan sumber devisa negara, 

pertanian juga berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah dan 

sekaligus pendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Berbagai 

peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan 

perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara 

keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

Rencana pembangunan pertanian tahun 2010-2014 Kementerian 

Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu: 

1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan 

Swasembada yaitu pencapaian produksi padi sebesar 75,70 

juta ton dan produksi jagung 29 juta ton di tahun 2014, dengan 

dukungan utama perluasan laban baru 2 juta ha selama 2010-2014 

dan penyediaan pupuk sesuai kebutuhan selama 5 tahun. 

2) Peningkatan diversifikasi pangan 

Peningkatan diversifikasi pangan dapat dilihat dengan Skor 

Pola Pangan Harapan mencapai 93,3 di tahun 2014, dan diharapkan 

konsumsi pangan pokok beras menurun 3% per tahun. 

3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor. 
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Dilakukan dengan industri hilir berbasis komoditas: beras, 

tepung lokal (mocaf, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan, 

biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak 

skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan non 

fermentasi, derivasi produk serta penciptaan iklim usaha yang 

kondusif melalui regulasi/deregulasi. 

4) Peningkatan kesejahteraan petani. 

Target pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di 

tahun 2014, dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita di 

harapkan mencapai 11,1 0 persen per tahun. 

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di 

Indonesia, strategi yang akan dikembangkan Kementerian Pertanian selama 

periode 2010-2014 yang akan datang adalah Tujuh Gema Revitalisasi, yang 

meliputi Revitalisasi Iahan, perbenihan dan perbibitan, infrastruktur dan 

sarana, swnberdaya manusia, pembiayaan petani, kelembagaan petani, serta 

teknologi dan industri hilir. 

Target produksi beras tahun 2014 Kaltim 748.000 ton dan Nunukan 

sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur diharapkan 

berkontribusi pada pemenuhan target produksi beras. Sebagai salah satu 

wilayah pertanian potensial, Kabupaten Nunukan dewasa ini terns berusaha 

mengelola potensi-potensi yang dimiliki untuk pengembangan pertanian dan 

dalam rangka mempercepat swasembada pangan. Target produksi beras 

Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2014 adalah 43.000 ton dan per April 
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2014 data yang diperoleh produksi beras masih pada angka 4.000 ton 

sehingga sulit untuk mencapai target yang ada. 

Luas panen tanaman padi sangat tergantung pada luas lahan sawah 

yang ada. Luas lahan sawah cenderung mengalami penurunan sejak tahun 

2009 hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan 

non sawah atau lebih tepatnya menjadi lahan perkebunan sawit. 

Pengurangan lahan sawah ini merupakan permasalahan yang mendasar 

dalam pembangunan pertanian sekarang ini. 

Kecamatan yang mempunyai luas lahan sawah terbesar adalah 

Kecamatan Krayan, sehingga Krayan sering disebut sebagai lumbung padi 

Kabupaten Nunukan. Secara umum lahan sawah dimanfaatkan untuk 

menanam padi, namun karena berbagai alasan, penggunaan lahan sawah ini 

terkadang kurang maksimal. Ada sebagian lahan sawah yang tidak ditanami 

padi, bahkan ada juga yang tidak diusahakan. 

Pemanfaatan lahan sawah untuk menanam padi tahun 2012 seluas 

6.009 Ha atau sekitar 83,52% dari total luas lahan sawah Kabupaten 

Nunukan. Luas lahan sawah yang ditanami tanaman lainnya!tidak ditanami 

pdi seluas 755 Ha dan sisanya 5,98% merupakan lahan sawah yang tidak 

diusahakan. 
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Tabel 3. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2012 

Luas Luas Tingkat 
Produksi 

No. Kecamatan Tanam Pan en Produktivitas 
(Ton) _(I! a) fH_a) {Kw/Ha) 

1. Krayan 2.174 1.456 45,23 6.585 

2. Krayan Selatan 1.408 827 42,97 3.554 

3. Lumbis 298 641 44,00 2.821 

4. Sembakung 504 1.003 43,53 4.366 

5. Nunukan 272 296 44,98 1.331 

6. Sebuku 179 168 43,49 731 
,.., 

Nunukan Selatan 599 ,7() 45,03 2.567 I I. -' 1 v 

8. Sebatik 1.349 1.633 44,00 7.185 

9. Sebatik Barat 1.140 1.098 44.80 4.810 

Kabupaten Nunukan 7.923 7.692 44,14 33.952 

Sumber : Dmas pertanian tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Nunukan 
2012 

Produksi padi tahun 2012 di Kabupaten Nunukan sebesar 33.952 

ton menurun sebesar 4,92 % dari tahun 2011 dimana produksi 

mencapai 35.707 ton. Sehingga jika konversi gabah kering panen 

(GKP) ke gabah kering giling(GKG) diasumsikan sebesar 83,12% maka 

produksi GKG Kabupaten Nunukan adalah 28.220,90 ton. Dari gabah 

kering giling (GKG) menjadi beras, nilai konversi nasional adalah 

62,74% maka di Tahun 2012 produksi beras Kabupaten Nunukan 

adalah sebesar 17.705,79 ton. Dari data tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat defisit produksi beras dibandingkan 

kebutuhan beras Kabupaten Nunukan sebesar 3.536,47 ton atau 16,65% 

dari kebutuhan konsumsi. 
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Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan produksi 

padi mencakup peningkatan pengelolaan lahan dan air, penerapan 

teknologi budidaya tepat guna, peningkatan mekanisasi pertanian, 

penguatan institusi perbenihan lokal, penguatan kelembagaan dan 

SDM Petani dan Penyuluh, penguatan permodalan, pembangunan 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

a. Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air 

Luas sawah yang ditanarni padi dari sawah yang ada pada tahun 

2012 adalah sebesar 6.009 Ha.Untuk mengoptimalkan penanarnan 

padi dalarn 1 tahun dibutuhkan pasokan air yang mencukupi dan 

jalan usaha tani yang memadai. Periode tahun 2011-2016 

direncanakan untuk membangun Jaringan Irigasi yang dapat 

menjangkau 2.502 Ha laban pertanian,dan Jalan Usaha Tani 

sepanjang25.000 m.Tahun 2011 telah dibangun saluran irigasi yang 

dapat menjangkau 602 Ha luas laban pertaniandan tahun 2012 

tambahan laban yang dapat dijangkau saluran irigasi sebesar 300 Ha. 

Untuk Jalan Usaha Tani, pada tahun 2011 telah dibangun sepanjang 

9.000 m,dan tarnbahan 4.000 m tahun 2012, sisanya akan dilanjutkan 

pembangunan di tahun berikutnya. 

d. Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna 

Peningkatan produksi dan produktifitas mensyaratkan penerapan 

teknologi budidaya tepat guna dengan tetap mempertahankan 

kelestarian alarn. Komponen teknologi yang perlu mendapat 

perhatian mencakup penggunaan benih unggul/hibrida, penggunaan 
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pupuk berimbang spesifik lokasi, penggunaan pupuk organik, 

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara 

terpadu (kimiawi dan alami) serta metode budidaya. 

Saat ini animo petani terhadap benih bermutu dirasakan relatif 

rendah, umumnya petani masih menggunakan benih Jabal (Jalur 

benih antar lapangan-hasil panen sebelumnya). 

Pemupukan oleh petani masih berdasarkan kemampuan modal, 

belum berdasarkan kebutuhan tanaman, sehingga tidak sesuai 

dengan pola pemupukan berimbang. Karena itu perlu dilanjutkan 

efektifitas distribusi pupuk bersubsidi, serta pemanfaatan pupuk 

organik untuk mempertahankan kesuburan tanah. 

Untuk mengamankan produksi, maka perlu diterapkan 

pengendalian OPT secara terpadu dengan memanfaatkan pestisida 

kimiawi maupun agensia hayati. 

Keseluruhan komponen teknologi tersebut perlu dirangkum 

dalam sebuah metode berupa paket-paket teknologi budidaya. Saat 

ini telah tersedia berbagai paket teknologi budidaya, yang telah dan 

akan dilanjutkan penerapannya secara spesifik lokasi, diantaranya 

sistem tanam legowo,Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SL-PTT). Dari Tahun 2009 hingga tahun 2012telah 

dilaksanakan SL-PTT di 7 (tujuh) Kecamatan dengan luas panen 

mencapai 6565,1 Ha. 

c. Peningkatan Mekanisasi Pertanian 
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Penerapan pertanian berwawasan agribisnis rnutlak 

rnembutuhkan dukungan peralatan mekanisasi untuk meningkatkan 

efisiensi, terutarna hand traktor dan pornpa air. Dengan asurnsi satu 

unit hand traktor rnarnpu rnelayani 20 Ha sawah, maka dibutuhkan 

396 unit untuk rnernenuhi kebutuhan secara optimal, padahal jurnlah 

yang tersedia di lapangan hanya 141 unit (Buku Saku Pertanian 

Tahun 2013). Untuk itu rnasih diperlukan ketersedian hand traktor 

guna rnemenuhi kebutuhan lahan sawah. Demikian juga halnya 

dengan peralatan lain seperti cultivator dan pompa air, rnasih sangat 

dibutuhkan, terutarna pada areal persawahan tadah hujan di rnaupun 

areal persawahan irigasi yang pasokan aimya masih belum lancar. 

d. Penguatan Institusi Perbenihan Lokal 

Untuk rneningkatkan produksi dan produktifitas diperlukan 

benih padi unggul bersertifikat yang mudah didapat dengan harga 

terj angkau. Karena itu kedepan, pemerintah akan mendorong 

penurnbuhkernbangan kelornpok penangkar benih padi. 

Tahun 2013 jurnlah kelompok penangkar binaan Dinas 

Pertanian Tanarnan Pangan dan Petemakan mencapai 5 unit dengan 

luasan 45 Ha, tersebar di kecarnatan Nunukan Selatan dan Sebatik 

Barat. Bantuan yang diberikan rneliputi Benih Pokok, Hand Traktor, 

Lantai Jemur. Kedepan pernerintah berencana rnernperkuat intitusi 

perbenihan lokal dengan rnenarnbah jurnlah kelompok penangkar 

serta melengkapi fasilitas penangkaran rnelalui penyediaan sarana 

dan prasarana penangkaran. 
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e. Penguatan Kelernbagaan dan SDM Petani dan Penyuluh 

Kelernbagaan Petani di Nunukan yang telah terbentuk sebanyak 

536 Kelornpok Tani, 114 Gapoktan, dan 8 Kios Saprotan. Kondisi 

organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar 

berorientasi hanya untuk rnendapatkan fasilitas pernerintah, belum 

sepenuhnya diarahkan untuk rnernanfaatkan peluang ekonomi 

rnelalui pernanfaatan aksesibilitas terhadap inforrnasi teknologi, 

perrnodalan dan pasar. Selain itu kelernbagaan usaha belurn dapat 

sepenuhnya rnengakornodir kepentingan petani sebagai wadah 

pernbinaan teknis. Tantangan kita kedepan adalah bagairnana 

rnerevitalisasi kelembagaan petani agar berfungsi sebagai wadah 

pengernbangan usaha serta mernperrnudah pembinaan dan fasilitasi 

yang diberikan pernerintah dan masyarakat. 

f. Penguatan Perrnodalan 

Kendala yang dialarni petani utarnanya petani rnenengah 

kebawah adalah akses terhadap perrnodalan, yang disebabkan oleh 

masalah klasik, yaitu tidak adanya jarninan atau agunan yang 

dipersyaratkan perbankan. Akibatnya petani terpaksa berhubungan 

dengan rentenir atau tengkulak. 

Untuk rnemperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang akan 

terus dilakukan Dinas Pertanian sesuai kewenangan yang dirniliki 

adalah pernbinaan teknis terhadap pelaku agribisnis penerima 

bantuan perrnodalan seperti Pengembangan Usaha Agribisnis 
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Perdesaan (PUAP). Tahun 2013 Dana PUAP disalurkan kepada 8 

Gapoktan. 

Berikut fakta/data sawah, beserta produktivitasnya yang ada di 

Kabupaten Nunukan yang merupakan sasaran dari program peningkatan 

beras nasional di Kabupaten Nunukan : 

Tabel 4. Luas Baku Lahan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012 (Ha) 

Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Krayan 2450 2450 2450 2376 2376 
Krayan Selatan 1108 I 1108 I 1108 846 846 
Lumbis 585 585 585 725 720 
Lumbis Ogong - - - - 5 
Sembakung 1785 1785 1785 634 634 
Nunukan 1925 908 158 158 158 
Sebuku 370 370 250 297 253 
Nunukan Selatan - 1217 474 475 477 
Seimanggaris - - - - 100 
Tulin Onsoi - - - - 44 
Sebatik 1327 1327 1327 845 213 
Sebatik Barat 681 681 681 736 736 
Sebatik Tengah - - - - 20 
Sebatik Utara - - - - 192 
Sebatik Timur - - - - 420 

Kabupaten 10.231 10.431 8818 7092 7194 
Nunukan 
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan 

2012 

Tabel 5. Luas Baku Lahan Sawah (Ditanami Padi) Menurut Kecamatan Tahun 
2008-2012 (Ha) 

Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Krayan 2320 2442 2242 2346 2180 

Krayan Selatan 827 827 830 829 846 

Lumbis 82 263 538 353 299 

Lumbis Ogong - - - - 5 

Sembakung 1498 1498 1498 634 505 

I 
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Nunukan 1748 908 158 158 158 

Sebuku 145 270 125 67 159 
Nunukan Selatan 1217 187 194 363 
Seimanggaris - - - - 0 

Tulin Onsoi - - - - 14 

Sebatik 1327 1327 908 825 191 

Sebatik Barat 621 621 669 605 736 
Sebatik T engah - - - - 18 
Sebatik Utara - - - - 157 
Sebatik Timur - - - - 378 

Kab. Nunukan 8568 9373 7355 6011 6009 
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan 

20i2 

Tabel 6. Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi (Sawah + Padi Ladang) 
Kabupaten Nunukan Tahun 2010-2012 

Tahun Luas Panen Hasil Per Hektar Produksi 
(Ha) (Ku!Ha) (Ton) 

(1) (2) (3) (4) 
2012 9003 41,37 37.246 

2011 9552 41,37 39.856 

2010 9338 41,23 38.500 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan 
2012 

Kita menghadapi tantangan yang besar pada masa-masa 

mendatang untuk senantiasa meningkatkan produksi guna mencukupi 

kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras secara mandiri dalam 

kerangka ketahanan pangan nasional. Peningkatan Produksi Beras 

Nasional (P2BN) adalah kegiatan peningkatan produksi beras disertai 

penyediaan input sarana dan prasarana peningkatan produksi beras, 

melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, teknologi dan 

kelembagaan.Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional, yang 

selanjutnya disebut gerakan P2BN adalah upaya bersama yang 
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terkoordinasi, smerg1s dan sinkron antar berbagai pemangku 

kepentingan dari tingkat nasional sampai tingkat desa dalam rangka 

peningkatan produksi beras nasional. 

Produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten 

Nunukan pada tahun 2010 yaitu 38.454 ton, dimana produksi padi 

Kecamatan Nunukan 416 ton, Kecamatan Nunukan Selatan 2.975 ton, 

Kecamatan Sebatik 8.409 ton, Kecamatan Sebatik Barat 4.767 ton, 

Kecamatan Sebuku 849 ton, Kecamatan Sembakung 3.631 ton, 

Kecamatan Lumbis 2.912 ton, Kecamatan Krayan 11.416 ton, dan 

Kecamatan Krayan Selatan 3.125 ton. Jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk Kabupaten Nunukan 140.842 jiwa dimana Kecamatan 

Nunukan 53.646 jiwa, Kecamatan Nunukan Selatan 12.283 jiwa, 

Kecamatan Sebatik 22.054 jiwa, Kecamatan Sebatik Barat 10.400 jiwa, 

Kecamatan Sebuku 14.899 jiwa, Kecamatan Sembakung 8.153 jiwa, 

Kecamatan Lumbis 9.906 jiwa, Kecamatan Krayan 7.245 jiwa dan 

Kecamatan Krayan Selatan 2.256 jiwa, sebenamya secara umum 

Kabupaten Nunukan berdasarkan angka produksi telah dapat 

mencukupi kebutuhan bahan pokok pangan ( dilihat dari rata-rata 

tingkat konsumsi beras nasional 139,15 kg/kapita/tahun). Namun 

hubungan antar kecamatan yang masih sulit, menyebabkan kelebihan 

produksi di satu kecamatan tidak dapat dipasarkan ke kecamatan lain 

dalam satu kabupaten, melainkan dipasarkan ke kabupaten lain, bahkan 

dipasarkan keluar negeri. 
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Selama kurun waktu lima tahun terakhir sub sektor pertanian 

tanaman panganadalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) kedua terbesar pada sektor pertanian di bawah sub sektor 

kehutanan dengan nilai Rp 460,985 milyar dari Rp 1.857,030 milyar 

sumbangan sektor pertanian. Sedangkan sub sektor petemakan 

menyumbang PDRB sebesar Rp 209,641 milyar dari sektor pertanian. 

Laju pertumbuhan sub sektor petemakan pada tahun 2010 yaitu 1,24% 

dari 1,03% laju pertumbuhan sektor Pertanian. Namun laju 

pertumbuhan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan yaitu 

sebesar -5,18%. PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan 

merupakan 32,25% dari PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2010, sub 

sektor petemakan 14,68% dari PDRB Kabupaten Nunukan. 

e. Arab Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Tahun 2012-2016 untuk sub sektor tanaman pangan diarahkan 

untuk pengembangan komoditas padi dan ubi kayu. Produksi padi 

untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan maka 

produksi padi harus mencapa1 49.000 ton/tahun. Sedangkan 

kemampuan produksi padi tahun 2010 hanya mencapai 38.454 ton. Jadi 

diperlukan penambahan areal sekitar 2.940 ha. Ubi kayu ditargetkan 

mencapai produksi 17.200 ton, yang diperkirakan memerlukan 

perluasan laban sebanyak 1.275 ha. Pengembangan komoditas padi, 

juga diarahkan untuk melestarikan Padi Adan yang tersebar di 

Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, sebagai salah satu plasma 

nutfah Kabupaten Nunukan. Pengembangan Padi Adan ditujukan untuk 
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pengembangan genetik, penanganan pasca panen dan penataan 

pemasaran. 

Pada sub sektor hortikultura, pembangunan diarahkan untuk 

pengembangan komoditas buah-buahan yang memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan dan menjadi ciri khas Kabupaten Nunukan. Untuk 

tahun 2012-2016, pengembangan hortikultura berfokus pada buah 

pi sang, durian dan j eruk. Pi sang direncanakan untuk dilakukan 

perluasan areal 500 ha, durian 300 ha dan jeruk 500 ha. 

Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura direncanakai1 

akan didukung oleh pengembangan irigasi, pembuatan jalan usaha tani 

dan jalan produksi, peningkatan penggunaan alat mesin produksi, 

perbaikan manajemen produksi, penanganan pasca panen dan 

mendukung pengembangan industri kecil pengolah hasil pangan dan 

buah-buahan. 

B. Pembahasan 

1. Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Dalam Mendukung 
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten 
Nunukan. 

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan publik bisa terdiri 

dari berbagai organisasi, akan tetapi birokrasi masih menempati posisi yang 

dominan. Birokrasi menjadi tulang punggung bagi tercapainya berbagai 

tujuan kebij akan publik. Keberhasilan birokrasi dalam 

mengimplementasikan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Amstrong (2009:226) dalam 
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Purwanto dan Sulistyawati (20 12: 128) sebagairnana dikutip dalam paragraf 

berikut: 

"Organizational capacity is the capacity of an organization to 
function effectively. It is about its ability to guarantee high levels of 
performance, achieve its purpose (sustained competitive advantage in 
a commercial business), deliver results and, importantly, meet the 
needs of stakeholder" 

Kebijakan tata hubungan ketja antar kelernbagaan teknis, penelitian 

dan pengernbangan, dan penyuluhan pertanian dala.m mendukung 

peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang tertuang dala.m peraturan 

menteri pertanian nomor : 45/Permentan/OT.l40/8/201J merupakan suatu 

kebijakan yang tujuannya kompleks, luas, dan implementasinya melibatkan 

multi sektoral atau multi aktor. 

Karena implementasi kebijakan tata hubungan ketja antar 

kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian 

dala.m rnendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dilakukan 

dengan struktur yang melibatkan banyak aktor rnaka pernaha.man rnengenai 

hubungan antar organisasi rnenjadi isu penting agar kerjasa.ma antar berbagai 

aktor atau lernbaga yang terlibat dalam implernentasi dapat berjalan dengan 

baik. Tata hubungan kerja adalah bentuk hubungan kerja yang rnengatur 

terselenggaranya kerjasa.ma yang harmonis antar unit ketja sehingga 

terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan. Berikut 

ini merupakan hagan tata hubungan ketja antar kelembagaan yang terkait 

dengan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN). 
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Berdasarkan hagan diatas dapat dilihat adanya fungsi yang beragam, 

rentang kendali yang luas, serta aliran kerja yang kompleks, namun untuk 
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penelitian ini maka pembahasan akan karni batasi pada tim pelaksana 

Kabupaten dan Kecarnatan. Tim pelaksana kabupaten terdiri dari bupati 

sebagai penanggungjawab, dinas pertanian tanarnan pangan dan petemakan 

kabupaten nunukan sebagai kelembagaan yang membidangi tanarnan pangan, 

badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan daerah sebagai 

kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan di kabupaten Nunukan dan 

peneliti BPTP. Tim pelaksana kecarnatan terdiri dari carnat sebagai 

penanggungjawab, pengarnat organisasi pengganggu tanarnan (POPT), UPT 

BP3K, Koordinator Penyuluh, Kepala Desa!Lurah, Penyuluh Pertanian desa/ 

kelurahan. 

Tim yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan Permentan No. 45 

Tahun 2011 karena kelembagaan yang ada di Kabupaten tidak semuanya 

sesuai dengan nomenklatur yang dikehendaki pada permentan dimaksud. 

Narnun, tim yang ada sedapat mungkin disesuaikan fungsinya agar tata 

hubungan antar kelembagaan yang ada dapat mendukung program 

peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan. 

C. Organisasi I Kelembagaan 

Organisasi I kelembagaan yang ada di Kabupaten Nunukan untuk 

mendukung program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten 

Nunukan ditetapkan dengan keputusan Bupati dari Tahun 2012 hingga Tahun 

2014 dapat dilihat pada tabel di lamp iran hasil penelitian. (Lamp iran 2) 

Mencermati tim pelaksana yang ada di Kabupaten dan Kecarnatan 

dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 organisasi dan lembaga yang ada 
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dalam surat keputusan Bupati Nomor 188.45/866/XV20 12 tentang tim 

pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat kabupaten dan tingkat 

kecamatan se-Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2012 belum sepenuhnya 

optimal seperti yang diatur pada permentan 45 Tahun 2011. 

Salah satu indikator tidak optimalnya implementasi tata hubungan 

kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan 

penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras 

nasional (P2BN) dikabupaten Nunukan bahwa SK Penetapan ditetapkan pada 

bulan Nopember Tahun 2012 dimana kegiatan peningkatan produksi beras 

nasional dilaksanakan. Surat Keputusan tentang tim pelaksana P2BN tingkat 

Kabupaten maupun Kecamatan seharusnya sudah ditetapkan pada awal tahun 

berjalan atau akhir tahun sebelumnya, sebab: 

1. Implementor yang tergabung dalam tim akan optimal mengetahui tugas 

dan fungsi mereka sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah atau 

strategi untuk mencapai tujuan. 

2. Indikasi bahwa SK tim pelaksana Kabupaten dan Kecamatan yang 

ditetapkan pada bulan Nopember tidak untuk teknis pelaksanaan kegiatan 

namun lebih cenderung pada pemenuhan administrasi keuangan (SPJ, 

pencairan honor dan sebagainya) 

Pada Tahun 2012, berdasarkan tim pelaksana Kabupaten dan 

Kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati Bupati Nomor 

188.45/866/XV2012 tentang tim pelaksana peningkatan produksi beras 

nasional tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan se-Kabupaten Nunukan 

tahun anggaran 2012 dapat dilihat bahwa untuk tim pelaksana kecamatan dari 
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15 (lima belas) kecamatan hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang mempunyai 

POPT dan 12 (dua belas) lainnya tidak mencantumkan POPT sebagai anggota 

tim padahal keberadaan POPT ini sangat strategis dalam pencapaian target 

peningkatan produksi beras nasional.Hal ini disebabkan karena masih 

terbatasnya jumlah petugas POPT yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal ini 

sesuai dengan pemyataan petugas POPT Kecamatan Nunukan dan Nunukan 

Selatan bahwa : 

"Untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional 
(P2BN) di Kabupaten Nu.'luka..'l maka peran petugas POPT sangat 
strategis dalam mencegah, mengendalikan dan atau mengatasi 
organisme pengganggu dan penyakit pada tanaman padi di sentra­
sentra produksi padi. Di Kabupaten Nunukan, petugas POPT 
hanya ada 2 ( dua) orang sedangkan ada 15 Kecamatan yang masuk 
dalam program P2BN dengan kondisi geogrrafis yang sangat sulit 
untuk di cover oleh 2 (dua) orang. Hal inilah yang juga menjadi 
faktor pembatas dalam optimalisasi pelaksanaan tugas kami 
sebagai petugas POPT" 

Untuk Tahun 2013, susunan tim pelaksana kabupaten dan tim 

pelaksana kecamatan se-Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan 

keputusan bupati Nunukan Nomor 188.45/428NI/2013 tentang tim pelaksana 

peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten dan tingkat 

Kecamatan se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013. Susunan tim 

pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten Nunukan 

Tahun Anggaran 2013. 

Permasalahan yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan tahun 

sebelumnya yaitu penetapan SK tim pada saat tahun berjalan sehingga 

efektivitas tim jugaperlu dipertanyakan sejauhmana anggota tim yang 

ditunjuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. W alaupun sudah lebih 

cepat dari tahun sebelumnya yaitu bulan Nopember pada 2012 menjadi bulan 
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Juni pada tahun 2013 tetapi tetap saj a tidak akan efektif karena musim tanam 

telah lewat sekali.Selain penetapan SK masalah yang didapatkan berkaitan 

dengan musim tanam adalah pelabelan bibit yang dikembangkan oleh 

penangkar di Kabupaten Nunukan di bawah binaan pengawas benih juga 

tidak dapat tersedia tepat waktu, hal ini diungkapkan oleh Pengawas Benih 

Kabupaten Nunukan, sebagai berikut: 

"Da1am hal pegawas benih, bertugas membina satu penangkar untuk 

memproduksi benih unggul, ketika benih sudah dikirim ke kecamatan 

itu tanggungjawab PPL dan kami hanya mengawasi mutu supaya 

menjadi benih yang unggul dan dilaksanakan tahapan-tahapan 

pemeriksaan lapangan ditingkat lapangan dan pengambilan contoh 
benih dikirim ke laboratorium BPSB Smarinda. Ketika lulus 

laboratorium kita berhak mengajukan pelabelan. Kendala lain yang 

dihadapi sebenarnya adalah bahwa di Kabupaten Nunukan adalah 
sawah tadah hujan. Pemah kejadian pada bantuan langsung bibit 

unggul (BLBU) pengadaan benih belurn dilabel tapi sudah dibagi 

karena lahan di Nunukan tidak ada yang lahan teknis sehingga ketika 
hujan turun petani harus mengelola tanah sehingga jika kita harus 

menunggu proses pelabelan maka petani akan terlambat dalam 
mengolah sawahnya dan produksi akan turun." 

Untuk Tahun 2014, SK tim pelaksana program telah ditetapkan 

pada bulan F ebruari 2014 sebagaimana terlampir. Berdasarkan 

lembaga/organisasi yang ada pada tim pelaksana kabupaten dan kecamatan 

se-Kabupaten Nunukan dalam peningkatan produksi beras nasional di 

Kabupaten Nunukan Tahun 2012 - 2014 dapat dikatakan bahwa tim yang ada 

belum sepenuhnya sesuai dengan acuan menurut Permentan Nomor : 

45/Permentan/OT.140/8/ Tahun 2011 tentang tata hubungan kerja antar 

kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian 

dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional. 
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Menurut Pennentan 45 Tahun 2011 susunan keanggotaan adalah : 

Bupati sebagai penanggung jawab; kepala dinas pertanian tanaman pangan 

dan petemakan kabupaten nunukan sebagai ketua; Kepala Bidang Produksi 

Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai sekretaris dan anggota terdiri dari 

(I) kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan daerah (2) 

kepala bidang pengelolaan lahan dan air (3) peneliti pendamping pada BPTP 

dan (4) instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Realitas yang ada 

berdasarkan SK Bupati tentang susunan tim pelaksana peningkatan produksi 

nasional tingkat kabupaten nunukan sebagaimana telah ditampilkan di atas 

untuk tim pelaksana kabupaten menurut penulis organisasinya sangat gemuk 

dibandingkan dengan acuan permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/ 

Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan tidak 

optimal. Ketika posisi ketua tim pelaksana tidak dijabat oleh kepala dinas 

pertanian tanaman pangan sebagai dinas teknis yang membidangi tanaman 

pangan karena dimasukkannya asisten sekretaris daerah sebagai ketua 

mengakibatkan ruang gerak yang tidak leluasa pada dinas teknis dalam 

proses implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam 

mendukung program P2BN. Dinas pertanian tanaman pangan seharusnya 

merupakan organisasi yang diberi kewenangan lebih besar untuk menjadi 

koordinator atau ketua (lead agency). Ketua (lead agency) bertugas untuk 

melakukan peran koordinasi (integrasi) sehingga keluaran yang dihasilkan 

oleh berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi dapat 

diintegrasikan. Hal ini sesuai dengan pemyataan Purwanto dan Sulistyastuti 

(2012;131) bahwa agar struktur organisasi yang diberi mandat untuk 
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mengimplementasikan suatu kebijakan bisa bekerja secara efektif, maka 

struktur oganisasi harus disusun sesuai dengan tujuan dan kompleksitas 

kebijakan. 

Dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung 

P2BN ini, ada lembaga-lembaga terkait yang tidak mengetahui secara pasti 

tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil observasi utamanya untuk tim 

pelaksana Kecamatan tidak secara detail mengetahui tentang apa itu program 

P2BN dan apa tugas pokok dan fungsi mereka dalam tim. 

Selain organisasi/kelembagaan faktor penting lainnya yang dapat 

menjadi faktor pembatas dalam keberhasilan peningkatan produksi beras 

nasional di Kabupaten Nunukan adalah anomali iklim yang menyebabkan 

perubahan musim tanam. Adapun data curah hujan sejak tahun 2011 sampai 

dengan 2015 dapat di lihat pada tabel 7. Rekap data curah hujan Kabupaten 

Nunukan Tahun 2011 s/d 2015 di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 
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Tabel 7. Rekap Data Curah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 
2011-2015 

REKAP DATA CURAH HUJAN 

TAHUN 2011 s/d 2015 

KABUPATEN NUNUKAN 

TAIHJN 

No. KECAMATAN Tahuo 2011 Tahuo 2012 Tahuo 2013 Tahuo 2014 

ch hb/th ch hb/th ch hblth ch hh/th 

I Nunukan 1.080,10 78 959,9 85 897,8 60 0 0 

2 Nunukan Selatan 0 0 0 0 0 0 422,2 92 

3 Lumbis 0 0 1.237 41 3.138 104 3.9% 118 

4 Sebatik Barat 0 0 741 30 0 0 0 0 

5 Krayan 0 0 0 0 2.596,70 254 1.090 99 

6 Kray an Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Sebatik Utara 1.617,30 141 1.339 78 2.121,50 163 783,9 114 

8 Sembakung 2.884 141 2.277 103 2.551 96 1.786,50 52 

9 Sebuku 2.521 106 3.066 93 2.798,50 107 1.286,50 68 

10 Lumbis Ogong 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Tulin Onsoi 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Seiman!®Jris 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Sebat ik T en!?flh 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Sebatik Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Sebatik 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Sembakung Atulai 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah Curah Hujan 8.102,40 466 9.619,90 430 14.103,50 784 9.365,10 543 

uta-rata Curah Huja 675,2 38,833 801,658 35,83 1.175,29 65,333 780,43 45,25 

catatan : 

Beberapa kecamatan hasil pemekaran 

belum memiliki alat penangJcar curah hujan OBS 

Jumlah 

Tahuo 2015 Tahuo 2011 s/d 2015 

ch hh/th ch hh/th 

0 0 2.938 223 

0 0 422 92 

3.182 119 11.553 382 

0 0 0 0 
2.044 155 5.731 508 

0 0 0 0 
637,2 105 6.499 601 
3.122 76 12.621 468 

1.977 103 11.649 477 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

10.962,20 558 52.153,10 2.781 

913,52 46,5 10.430,62 556.20 
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Berikut Data Produksi Padi Tahun 2011 s/d Tahun 2015 

Tabel8. Rekap Data Luas Penen, Produktivitas dan Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2015 

No Kecamatan 
luas PaDen (Ha) Produktivitas (kuintaUHa) Produbi (ton) 

2011 20t2 2013 2814 2015 2011 2812 2013 2814 2015 2011 2012 2013 

1 Krayan 3.293 1.529 2.629 1.732 2.596 44,84 44,23 47,51 49 . 14.766 6.764 12.490 

2 Krayan Selatan 1.386 845 825 809 805 44,06 42,58 44,25 47 . 6.106 3.598 3.651 
-

3 Lumbis 1.503 1.467 431 488 656 31,99 33,26 25,85 31 . 4.809 4.880 1.114 

4 Lumbis ()gong . . 427 369 172 . . 25,69 26 . . . 1.097 

5 Seinbaf.u~ 660 \.342 
.,,. 

394 163 3L,i5 39,u7 
1'1 ~ ,..,. 

41 1.717 5.1<i4 1.696 ~ .)II,~ . 

6 Nunukan 62 296 112 137 164 45,15 44,98 46,46 48 . 280 1.331 520 

7 Sebuku 169 223 86 70 57 36.45 38.91 37,69 39 . 616 868 324 

8 Nunukan Selatan 350 570 375 232 108 45,31 45,03 46,15 47 . 1.586 2.567 1.731 

9 Sei Manggaris . . 119 68 155 . . 44,62 44 . . . 531 

10 TulinOnsoi . . 38 27 29 . . 26,62 25 . . . 101 

11 Sebatik 1.020 1.633 144 131 104 43,89 44,00 44,13 46 . un 7.185 635 

12 Sebalik Barat 1.089 1.098 466 764 655 45,82 43,80 47,94 49 . 4.990 4.810 2.234 

13 Sebatik T e!YJah . . 11 10 4 . . 46,21 48 . . . 51 

14 Sebatik Utara . . 167 276 209 . . 47,03 48 . . . 785 

15 SebatikTimur . . 399 474 347 . . 48,22 49 . . . 1.924 

Jumlah 9.552 9.003 6.715 5.981 6244 41,73 41,37 43,02 45 45.80 39.857 37249 28.888 

Sumber Data BPS dan Dinas Pertaman Tanaman Pangan dan Petemakan Kab. Nunukan 

D. Aspek-aspek yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata 
Hubungan Kerja Antar Kelembagaan dalam Mendukung Program 
P2BN 

Kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian 

dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program 

peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dalam implementasinya sangat 

ditentukan oleh berbagai hal. Salah satu teori yang biasa dipakai dalam 

mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan 

adalah teori DonaldS. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut DonaldS. 
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Van Meter dan Carl E. Van Hom dalam Suhamo (2010:195) ada 6 (enam) 

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : 

1. Standar dan sasaran kegiatan 

2. Surnberdaya 

3. Hubungan Antar Organisasi 

4. Karakteristik agen pelaksana 

5. Kondisi so sial, politik dan ekonomi 

6. Disposisi implementor 

Berdasarkan aspek-aspek di atas penulis menggunakan 4 (empat) 

diantaranya untuk membahas aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi 

tata hubungan keija antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, 

dan penyu1uhan pertanian dalam mendukung program P2BN di Kabupaten 

Nunukan, sebagai berikut : 

1. Standar dan sasaran kegiatan 

Agar kebijakan tata hubungan keija antar kelembagaan dalam 

mendukung program P2BN dapat dilaksanakan dengan baik maka standar 

dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar kebijakan telah 

diatur dengan peraturan menteri pertanian nomor 45/Permentan/OT.140/8/ 

Tahun 2011. 

Sasaran kegiatan juga sudah ditetapkan berupa pencapaian target 

produksi beras di masing-masing daerah termasuk Kabupaten Nunukan. 

Pada tahun 2014 target produksi beras Kalimantan Timur adalah sebesar 

748.000 ton dan Kabupaten Nunukan diharapkan berkontribusi pada 

pemenuhan target Propinsi dengan target Kabupaten sebesar 43.000 ton. 
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Untuk mencapai target tersebut maka kebijakan berupa permentan 

nom or 45/Permentan!OT.I40/8/20 II ten tang tata hubungan kerja antar 

kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan 

pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional yang 

berisi : 

I. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta 

pengertian. 

II. Organisasi Penyelenggara Program P2BN :tim pengendali P2BN, tim 

pembina P2BN, tim pelaksana P2BN tingkat Kabupaten/Kota, tim 

pelaksana P2BN tingkat Kecamatan. 

III. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Tim Pengendali, Tim Pembina 

dan Tim Pelaksana : mekanisme kerja, tata hubungan kerja. 

IV. Pelaporan : tingkat kecamatan, tingkat kabupatenlkota, tingkat 

propinsi, tingkat nasional. 

V. Penutup 

(Peraturan Menteri Pertanian No.45/Permentan/OT.140/8/2011, terlampir) 

Dalam implementasinya, tata hubungan kerja antar lembaga dalam 

mendukung program P2BN di Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan 

namun masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan karena permentan 

No.45 Tahun 201I sebagai standar pelaksanaan tata hubungan kerja antar 

kelembagaan dalam mendukung P2BN belum dipedomani. Misalnya 

dalam hal pelaporan, UPT I UPTD pertanian bertugas membuat laporan 

bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN 

di tingkat Kecamatan. Namun, berdasarkan pemyataan Ka.UPT Nunukan 
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diketahui bahwa laporan tidak dibuat sesuai dengan petunjuk pada 

pennentan 45 Tahun 2011. Berikut hasil wawancara dengan Ka.UPT 

Nunukan: 

"Sistem pelaporan di kami tidak maksimal sebagaimana yang 
bapak tunjukkan karena kami tidak menerima petunjuk 
pembuatan laporan sesuai pennen yang bapak maksudkan dari 
Dinas. Dinas tidak pemah mensosialisasikan tata hubungan kerja 
antar birokrasi yang terlibat termasuk kewajiban-kewajiban yang 
ditentukan seperti pembuatan laporan. Kami tidak pemah diberi 
format laporan seperti apa dari Dinas". 

Senada dengan Ka.UPT Nunukan, Camat Nunukan selaku 

Penanggungjawab program P2BN juga tidak mengetahui secara detail 

tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggung jawab di tingkat 

kecamatan. 

2. Sumberdaya 

Implementasi kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan 

dalam mendukung program P2BN membutuhkan dukungan sumberdaya 

yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non 

manusta. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi 

kebijakan. 

Sumberdaya yang dibutuhkan berupa sumberdaya manusia yang 

berada pada lembaga yang berbeda dengan kompetensi dan karakter 

masing-masing sesuai dengan tujuan dari kebijakan P2BN yang harus 

dilakukan secara sinergis oleh lembaga-lembaga terkait. Untuk tim 

pelaksana Kabupaten sumberdaya manusia minimal yang diharapkan ada 

yaitu Bupati, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan, 

Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan 

42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



77 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah, Kabid PLA Dispertanak, 

peneliti pendarnping pada BPTP dan instansi lain yang terkait sesuai 

kebutuhan. 

Selain surnberdaya manusia, surnberdaya non manusia juga sangat 

menentukan keberhasilan tata hubungan kerja antar kelembagaan lam 

mendukung P2BN. T erbentuknya struktur orgnisasi tentu saja akan 

berimplikasi pada kebutuhan anggaran, begitu juga dengan kebutuhan 

sarana dan prasarana. 

3. Hubungan Antar Organisasi 

Dalam implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam 

mendukung program P2BN di Kabupaten Nunukan, hubungan antar 

organisasi dalam tulisan ini disebut juga kapasitas organisasi untuk 

implementasi sebagaimana didefinisikan oleh Goggin et.al ( 1990: 120) 

dalam Purwanto dan Sulistyastuti (20 12: 128) bahwa kapasitas organisasi 

sebagai satu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan : (a) struktur; (b) 

mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam 

implementasi; (c) surnberdaya manusia yang ada dalam organisasi; dan (d) 

dukungan finansial serta surnberdaya yang dibutuhkan organisasi tersebut 

untuk bekerja. 

Apabila keempat unsur dalam kapasitas organisasi berada dalam 

kondisi optimal sinergis, maka tujuan kebijakan yang diimplementasikan 

dalam suatu program akan dapat tercapai dengan baik. Crosby (1996:23-

24) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:129) mengidentifikasi unsur­

unsur yang menbentuk kapasitas organisasi, antara lain : 
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(c) Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan 

memiliki suatu kerangka kerja untuk melakukan proses pembelajaran. 

(d) Kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan 

(e) Kemampuan untuk melakukan lobby and advokasi 

(f) Memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan 

implementasi 

(g) Memiliki mekanisme koordinasi yang baik 

(h) Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan. 

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan kapasitas organisasi 

diantaranya adalah : 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan alat untuk memadukan 

berbagai unsur organisasi agar organisasi dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. Sebagian besar struktur organisasi untuk 

mengimplementasikan kebijakan memiliki karakteristik organisasi 

kompleks artinya dalam implementasi tersebut banyak organisasi dan 

aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi hal ini disesuaikan 

dengan tujuan kebijakan yang kompleks,luas dan dalam 

implementasinya melibatkan lintas sektoral sebagaimana yang terjadi 

pada program P2BN. Karena karaktemya yang seperti itu maka 

proses implementasi tata hubungan kerja untuk mendukung P2BN 
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tingkat 

Implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam 

mendukung program P2BN merupakan jenis implementasi yang 

menggunakan struktur organisasi kompleks sehingga peluang 

keberhasilannya lebih kecil dibanding dengan simple structure yang 

melibatkan hanya satu organisasi/lembaga pelaksana. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2012:133) bahwa secara 

teoritis implementasi kebijakan yang menggunakan simple structure 

akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibanding 

implementasi yang menggunakan complex structure. Dalam 

implementasi yang menggunakan simple structure. Dalam 

implementasi yang menggunakan simple structure biasanya 

implementasi dilakukan oleh organtsast tunggal (single agency): 

hanya ada satu organisasi yang terlibat dalam implementasi. Misalnya, 

implementasi program bantuan dana bergulir bagi pengusaha kecil 

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Implementasi yang 

demikian memiliki peluang sukses tinggi karena kemudahan dalam 

hal komunikasi, koordinasi, dan pengawasan. Secara keseluruhan 

unsur-unsur yang ada dalam organisasi tersebut akan lebih solid 

karena sudah saling mengetahui (implementasi hanya melibatkan 

intra-organisasi) sehingga lebih mudah membangun trust antara unsur 

yang satu dengan yang lain. 
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Kondisi yang berbeda akan teijadi ketika implementasi 

dilakukan dengan complex structure misalnya untuk implementasi tata 

hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN 

yang meibatkan berbagai instansi/lembaga. Implikasinya komunikasi, 

koordinasi, komando, dan pengawasan tentu kan lebih sulit dilakukan. 

Masalahnya, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa 

dewasa ini sebagian besar implementasi kebijakan lebih banyak 

menggunakan struktur yang kompleks dengan melibatkan multi­

organisasi seperti pemerintah, LSM, maupun swasta ( cf. Hjem & 

Porter, 1981; Ketti, 1990; 19931) dalam (Purwanto dan Sulistyastuti 

2012:133) daripada implementasi yang menggunakan struktur yang 

sederhana. Kondisi yang demikian tidak dapat dipisahkan dari 

karakteristik persoalan kebijakan publik yang harus ditangani oleh 

pemerintah. Masalah-masalah publik yang harus dipecahkan saat ini 

memiliki karakteristik yang kompleks pula, yaitu memiliki keterkaitan 

antara satu masalah dengan masalah yang lain. Karena kompleksitas 

masalah publik yang harus dipecahkan dalam tata hubungan kerja 

antar kelembagaan dalam mendukung P2BN tersebut maka 

pemecahannya tidakbisa lagi bersifat uni sectoral saja tetapi harus 

melibatkan berbagai lembaga dan dipecahkan dari berbagai arah.Oleh 

karena itu tidak mengherankan apabila dari hari kehari struktur untuk 

implementasi kebijakan akan lebih bersifat kompleks daripada 

sederhana. 

42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

"Program P2BN itu program yang bagus, karena membantu 
kami petani untuk memperoleh saprodi dan bibit unggul yang 
kami butuhkan untuk turun bersawah dengan hasil yanglebih 
baik karena pupuk tersedia. Tapi kadang-kadang juga 
pupuknya lambat." 

Untuk petani hal ini sudah dianggap bagus karena mereka 

mendapatkan bantuan secara gratis namun berdasarkan hasil observasi 

di lapangan dan wawancara dengan Ka.UPT Nunukan diketahui 

bahwa mekanisme kerja yang seharusnya tidak berjalan karena 

berbagai hambatan. Program yang ada bukan merupakan rekapan dari 

desa ke kabupaten, ke propinsi dan Pusat namun hanya semata-mata 

program yang berasal dari pusat yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan anggaran yang ada di Kabupaten. 

c. Sumberdaya Manusia yang Ada Dalam Organisasi 

Sumberdaya manusia dalam membentuk kapasitas organisasi 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan terdiri dari : 

1) Jumlah Sumberdaya Manusia 

Jumlah SDM yang dimiliki oleh orgamsas1 yan diberi 

mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan 

mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam meelaksanakan 

misinyauntuk mewujudkan tujuan organisasi (Goggin et.al, 1990) 

dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). 

Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

suatu kebijakan adalah suatu yang sangat relatif, tergantung 

kompleksitas suatu kebijakan. Semakin kompleks suatu kebijakan 

maka semakin banyak jumlah SDM yang dibutuhkan dan semakin 
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sederhana suatu kebijakan maka semakin sedikit pula jumlah SDM 

yang dibutuhkan. 

2) Kesesuaian Nilai Individu /SDM dengan Pesan Kebijakan 

Setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Salah satu bentuk tujuan kebijakan tersebut adalah melakukan 

perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dapat berupa 

hal-hal yang sederhana seperti perubahan perilaku dan dapat juga 

berupa perubahan mendasar yang berkaitan dengan nilai-nilai dan 

kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat maupun implementor 

kebijakan sendiri. 

Jika dibandingkan antara program yang hanya bersifat 

perubahan perilaku dengan program yang merubah nilai-nilai dan 

kepercayaan masyarakat, maka jelas terdapat kontras diantara 

keduanya. Misalnya untuk program penggunaan bibit unggul dan 

teknik tanam sistem jajar legowo pada pertanian padi relatif lebih 

mudah dilakukan dibandingkan dengan program keluarga 

berencana (KB). 

Berkaitan dengan SDM atau personel, untuk program 

penggunaan bibit unggul dan teknik tanam sistem jajar legowo 

jelas akan lebih mudah. SDM atau personel yang ditugaskan 

untuk membantu pemerintah mengimplementasikan program 

tersebut tidak akan menimbulkan konflik nilai di dalam diri 

personel atau SDM pelaksana. SDM yang ditunjuk akan dapat 

secara meyakinkan menyampaikan hal-hal positif tentang 
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penggunaan bibit unggul dan teknik tanam sistem jajar legowo 

yang akan meningkatkan produksi padi petani tanpa dibebani 

perasaan bersalah. Hal berbeda dapat teijadi pada program KB. 

Program KB yang bertujuan untuk melakukan perubahan 

fundamental tentang nilai-nilai dan kepercayaan tentang jumlah 

anak (banyak anak banyak rezeki, jumlah anak sudah diatur oleh 

Tuhan, dst menjadi dua anak cukup dan nilai-nilai tenang keluarga 

kecil yang bahagia dan sejahtera) perlu dilakukan oleh para 

personel/SDM yang memiliki persamaan nilai dengan misi yang 

harus dilakukannya tersebut. Sehingga, program ini akan sulit 

diimplementasikan jika SDM/personel yang mengemban tugas 

masih memegang nilai-nilai lama seperi banyak anak banyak 

rezeki, demikian jug a hila implementasi kebijakan menyangkut 

hal-hal yang bersifat prinsip seperti : kebijakan melegalkan 

prostitusi, kebijakan melegalkan aborsi dan sebagainya. 

3) Pengalaman Keija dan Senioritas 

Pengalaman keija dan senioritas yang dimiliki oleh SDM 

dalam organisasi juga menjadi salah satu faktor penting 

keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan utamanya dalam organisasi yang menganut sistem 

karier dimana posisi pegawai yang senior selalu berkaitan dengan 

lama keija atau pengalaman keija. 

Pengalaman keija dan senioritas SDM suatu orgamsast 

merupakan modal penting karena SDM yang memiliki 
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pengalaman ketja yang panjang tentu saja memiliki keterlibatan 

lebih banyak dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. 

Dari pengalaman yang panjang ini, tentu mereka telah belajar 

melalui berbagai kegagalan dan keberhasilan dalam keterlibatan 

mereka pada berbagai program yang telah dilaksanakan. 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (20 12) berbagai 

keuntungan yang akan diperoleh dengan dimilikinya SDM yang 

memiliki pengalaman kerja dan senioritas adalah : 

a) mampu mengantisipasi berbaga kesulitan yang muncul dalam 

implementasi kebijakan. Akumulasi pengalaman ketja yang 

panjang akan memberikan kesempatan pada para pegawai 

untuk memahami berbagai karakteristik persoalan yang akan 

muncul dalam implementasi kebijakan. 

b) Mampu mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam 

implementasi. 

c) Mampu membuat keputusan secara bijaksana dan hati-hati. 

Pengalaman melalui serangkaian keberhasilan dan kegagalan 

dalam keterlibatan para personel dalam implementasi 

kebijakan akan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara 

membuat keputusan-keputusan dengan penuh pertimbangan 

untuk menjamin agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

d) Memiliki keterampilan lebih baik dalam melakukan koordinasi. 

Senioritas yang mereka miliki akan menjadi alat yang penting 
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untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang melibatkan para 

pegawai yang lebih yunior. 

4. Karakteristik Agen Pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana berupa komitemen (motivasi) dan 

kompetensi (keahlian) personel untuk melaksanakan program akan sangat 

menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Komitmen 

dan kompetensi merupakan dua persyaratan penting yang harus dimiliki 

personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam 

implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel 

untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan : sungguh­

sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan 

tugasnya tersebut dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya 

untuk mencapai hasil sebagaimana dibebankan oleh organisasi terhadap 

diri personel tersebut. Komitmen akan muncul ketika seorang personel 

menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan 

pribadi sehingga keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan organisasi 

juga menjadi kegagalan atau keberhasilan diri. Hubungan yang kuat 

antara personel dengan organisasi tersebut yang kemudian akan 

menimbulkan komitmen bagi para personel organisasi untuk menjalankan 

tugas yang didelegasikan oleh organisasi kepada para personel tersebut 

secara senus. 

Namun demikian, komitmen saja tentu tidak cukup untuk 

memberikan garansi bahwa tugas-tugas yang didelegasikan kepada para 

personel dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan akan 
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dapat berjalan dengan lancar. Komitmen tersebut barn akan berkontribusi 

dalam menghasilkan output kerja yang maksimal ketika para personel 

tersebut memiliki kompetensi atau keahlian untuk menjalankan tugas yang 

didelegasikan tersebut. Komitmen tinggi yang tidak disertai dengan 

kompetensi yang memadai dapat diibaratkan seorang tukang amatir yang 

membangun stasiun luar angkasa. Yang akan terjadi kemudian adalah 

situasi yang sangat membahayakan karena kompetensi yang tidak sesuai. 

Begitu juga dengan implementasi tata hubungan kerja antar 

kelembagaan dalam mendukung program P2BN. Komitmen dan 

kompetensi para personel yang merupakan pelaksana sangat 

mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi pada program dimaksud. 

Komitmen diartikan sebagai kemauan atau motivasi untuk mengerahkan 

semua potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 20 12). Sehingga seluruh 

stakeholder terkait dalam implementasi tata hubungan kerja antar 

kelembagaan dalam mendukung program P2BN menghayati program 

dengan tujuan peningkatan produksi beras nasional dan peningkatan 

kesejahteraan petani tidak hanya sebagai tujuan organisasi tetapi juga 

sebagai tujuan pribadi sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

organisasi juga menjadi keberhasilan atau kegagalannya secara pribadi 

sehingga akan diperjuangkan lebih untuk sukses. 

E. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam implementasi kebijakan 
tata hubungan kerja antar kelembagaan. 

Untuk dapat membuat penilaian apakah suatu implementasi berhasil 

atau tidak maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja implementasi 
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tersebut. Alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan berhasil 

tidaknya kinerja implementasi kebijakan disebut sebagai indikator. Indikator 

dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif {angka-angka). Indikator 

ini akan membantu kita mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan 

kebijakan. Indikator keberhasilan tata hubungan kerja antar kelembagaan 

dalarn mendukung program peningkatan produksi beras nasional adalah 

tercapainya target produksi beras kabupaten Nunukan sebesar 43.000 ton di 

tahun 2014. Indikator ini tidak tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa 

kegiatan pendukung P2BN seperti tata hubungan kerja antar kelembagaan 

dalarn mendukung P2BN di Kabupaten Nunukan juga tidak berhasil. 

Ketidakberhasilan ini dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi, kurang 

memadainya sumberdaya manusia yang ada baik dari segi jumlah maupun 

kompetensi dan faktor non teknis seperti iklim dan sebagainya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian tanaman Pangan 

dan Petemakan Kabupaten Nunukan: 

"Masalah yang ada pada tata hubungan kerja antar kelembgaan dalam 
mendukung P2BN ini diantaranya adalah : ( 1) keterbatasan anggaran, 
(2) kurangnya koordinasi antar lembaga dan (3) PPL tidak memiliki 
beban peningkatan produksi. Keterbatasan anggaran merupakan salah 
satu faktor yang membatasi pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi. 
Kita mau melaksanakan kegiatan pertemuan dua kali sesuai permentan 
tidak bisa, bisanya sekali mau rapat koordinasi di kecamatan tidak 
ada. Mestinya jika ingin mengawal tata hubungan kerja begini harus 
ada rapat koordinasi di tingkat kecamatan jadi tiap musim tanam ada 
rapat koordinasi di kecamatan. Koordinasi khususnya tidak dapat 
berjalan sinergis karena kelembagaan penyuluh tidak di bawah dinas 
teknis. Pencapaian target produksi kurang optimal karena Badan 
penyuluh khususnya penyuluh tidak diberi beban untuk peningkatan 

42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



97 

produksi, sehingga berhasil tidaknya penyuluh tidak 
bertanggungjawab yang punya tanggungjawab adalah dinas teknis. 
Itu masalahnya. Seharusnya penyuluh harus punya beban itu juga 
kalau ingin berhasil. Penyuluh sebagai pasukan terdepan tidak punya 
tanggungjawab untuk meningkatkan produksi, tanggungjawabnya 
hanya sampai transfer teknologi saja mau diterapkan atau tidak yang 
penting sudah disampaikan. 

Melihat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan implementasi tata 

hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya maka diperlukan upaya-upaya perbaikan agar 

untuk implementasi tata hubungan kerja dalam program yang akan datang 

dapat dilaksanakan sesuai harapan. T erkait dengan upaya-upaya yang dapat 

dilakukan, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa : 

"Melihat berbagai masalah yang ada dalam tata hubungan kerja antar 
kelembagaan dalam mendukung program P2BN ini, harus ada upaya­
upaya untuk memecahkan masalah yang ada karena program ini 
sebenamya baik. Masalah yang ada pada tata hubungan kerja antar 
kelembagaan dalam mendukung P2BN ini adalah ( 1) pengalokasian 
anggaran yang proporsional untuk mendukung program P2BN 
khususnya melalui APBD Kabupaten, karena banyaknya lembaga dan 
aktor yng terlibat berimplikasi pada kebutuhan anggaran dan sarana 
prasarana pendukung; (2) Peningkatan koordinasi antar 
instansi/lembaga terkait dan (3) Penyuluh dilimpahkan ke Dinas 
Teknis. Program itu diharapkan tetap berjalan dengan menambah 
tupoksi pada penyuluh untuk peningkatan produksi di wilayah 
binaannya, sehingga dia akan serius. " 

Permasalahan koordinasi juga disebutkan oleh Kepala UPT Kecamatan 

Nunukan sebagai kelemahan mendasar dari tata hubungan kerja antar 

kelembagaan dalam mendukung P2BN, sebagai berikut: 

"Untuk produksi Nunukan program P2BN sudah bagus jika 
dibandingkan dengan sebelum adanya program namun saya tidak 
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terlalu tabu mengenai pencapaian target karena kurangnya informasi 

dari Dinas Pertanian. Tahapan awal kegiatan tidak ada sosialisasi nanti 

setelah dilaksanakan tanam baru ada pertemuan, membahas 

kekurangan pupuk disarnpaikan temyata RDKK tidak ada. Hubungan 

kerja dari dinas masih kurang peran pengawasannya dan yang 

bertanggungjawab langsung di lapangan sulit ditemukan karena tidak 

adanya koordinasi. " 

Mencermati permasalahan yang ada, maka upaya-upaya perbaikan 

yang perlu dilakukan diantaranya : 

1. Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten (tim 

pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan 

permentan no.45/Permentan/OT.l40/8/Tahun 2011 tentang Tata 

Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan 

Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalarn Mendukung P2BN. 

2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau 

lead agency yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga 

yang terlibat dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan terutama 

aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung 

dengan masyarakat. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

I. Implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, 

penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam 

mendukung program peningkatan beras nasional(P2BN) di Kabupaten 

Nunukan dilaksanakan oleh tim pelaksana di tingkat Kabupaten dan 

tingkat Kecamatan. Tim yang ada tidak efektif utamanya dalam hal 

koordinasi dan tidak efisien karena gemuknya struktur organisasi jika 

dibandingkan dengan peraturan menteri pertanian no.45/Permentan/ 

OT.l40/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan 

Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam 

Mendukung P2BN. 

2. Aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata 

Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, 

dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras 

nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan, terdiri dari : 

a. Standar dan sasaran kegiatan 

b. Sumberdaya 

c. Hubungan Antar Organisasi 

d. Karakteristik agen pelaksana 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan 

kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan 
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penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras 

nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

B. Saran 

a. Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten 

(tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan 

berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.I40/8/Tahun 20 II 

tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian 

dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung 

P2BN. 

b. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua 

atau lead agency yang menguasai teknis untuk efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan kegiatan. 

c. Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap 

lembaga yang terlibat dalam tata hubungan kelja antar kelembagaan 

terutarna aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara 

langsung dengan masyarakat. 

1. Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.l40/8/Tahun 2011 tentang Tata 

Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan 

Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN 

sebagai SOP sudah memuat dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tata hubungan kerja antar kelembagaan terkait secara ideal 

namun untuk pelaksanaannya dilapangan membutuhkan penyesuaian­

penyesuaian sesuai dengan kondisi daerah misalnya jumlah petugas 
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POPT, PPL, Peneliti Pendamping dan lain sebagainya sehingga 

kedepannya lembaga yang kompeten seperti Balai Benih, BPTP jug 

harus ada di Kalimantan Utara. 

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi proses implementasi dapat menjadi 

faktor pendukung dan juga faktor penghambat keberhasilan implementasi 

tata hubungan kerja sehingga semua aspek atau variabel harus diarahkan 

ke kondisi ideal. 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan 

kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan 

penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras 

nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan dukungan 

dari pimpinan tertinggi daerah dan untuk upaya perbaikan perlu 

memperhatikan beberapa hal agar tidak mengulang kesalahan yang sudah 

dilakukan utamanya dalam koordinasi dan efektifitas lembaga. 
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PERAWRAN MENTERJ PERTANIAN 

NOMOR: 45/Pementan/OT. 140/8/2011 

TEN TANG 

TATA HUBUNGAN KERJA 

ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANlAN 

DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKS! BERAS 
NASIONAL (P2BN) 

DENGAN RAHMAT WHAN YANG MAHA ESA 

MENTERJ PERTANIAN, 

Menimbang : a. ba.hwa dalam rangka mencapai 
swasembada bems, pemerintah 
menetapkan Progmm Peningkatan 
Produksi Berns Nasional (P2BN}; 

b. bahwa Progmm P2BN, daiam 
pelaksanaannya mehbatkan 
banyak instansifunit kelja, balk di 
Pusat maupun di Daerah; 

c. ba.hwa atas dasar hal te=hut 
diatas dan untuk efektivitas 
pelaksanaan tugas masing-masing 
instansi/unit kelja dalam 
mewujudkan sasaran Progmm 
P2BN yang telah ditetapkan, 
dipandang perlu menetapkan tata 
hubungan kelja antar kelemba.gaan 
teknis, peneiitian dan 
pengemba.ngan, dan penyuluhan 

Tambahan Lembamn Negam Nomor 
4660}; 

7. Pemturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daemh Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenfKota 
(Lembamn Negarn Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembamn Negam 
Nomor 4737); 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembamn 
Negara Nomor 4214} jo Keputusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
(Lembaran Negam Tahun 2004 Nomor 
92, Tambahan Lembamn Negam 
Nomor 4418}; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu ll; 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negam; 

11. Pemturan Presiden Nomor 24 tahun 
2009 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi Kementerian Negam dan 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Ese1on 1 Kementerian Negara; 

Mengingat 

2 

Menetapkan 

pertanian dalam mendukung 
Program P2BN; 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman 
(Lembaran Negara Thhun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembarnn Negara Nomor 
3478); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembamn Negara Nomor 
4286}; 

3. Undang-undang Nomor Tahun 
2004 tentang Perbendahaman Negam 
(Lembarnn Negarn Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negam Nomor 
4355}; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sisiem Perencanaan 
Pemba.ngunan Nasional (Lembemn 
Negam Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembamn Negam Nomor 
4421); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negam Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembamn Negam 
Nomor 4437); 

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Sistem Penyuiuhan Pertanlan, 
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 92, 

12. 1 Pemturnn Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/ 10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kelja 
Kementerian Pertanian; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
1279/KptsfOT.160/3/ 2011 tentang 
Pembentukan Tim Pemantauan Dan 
Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan 
Produksi Berns Nasional; 

MEMUWSKAN: 

PERAWRAN MENTERJ PERTAN!AN 
TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA 
ANTAR KELEMBAGAAN TEKNlS, 
PENELITiAN DAN PENGEMBANGAN, 
DAN PENYULUHAN PERTAN!AN 
DALAM MENDUKUNG 
PENINGKATAN PRODUKSI BERAS 
NASIONAL (P2BN) 

Pasal1 

Tata hubungan kelja antar kelembagaan teknis, penelitian 
dan pengembangan dan pertanlan dalam mendulrung 
peningkatan produksi berns nasional (P2BN} seperti 
tercantum pada Lampiran seba.gai bagian yang tidak 
terpisahkan dengan peraturan ini. 

Pasal 2 

Tata hubungan keija sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan da1am pelaksanaan 
tugas masing-masing instansi/ unit kelja daiam 
mendukung progmm Peningkatan Produksi Berns 
Nasional (P2BN}. 
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Peraturan ini mulai beriaku pada tanggai diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri 
Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam 
Berita Nei!IUa Repubiik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 Agustus 201 1 
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Diundangkan di Jakarta 

Pada Tanggal 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBL!K INDONESIA 

PATRIALIS AKBAR 

produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas 
unggul, pemupukan, pengendalian organisme 
penggangu tumbuhan (POPT) dan t.eknologi pasca 
panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan 
melalui Demplot, Dem-Area dan SL-P'l"T. 

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam 
rangka pelaksa.naan peningkatan program P2BN, 
perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim 
Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di 
Tingkat Kabupaten(Kota dan Kecamatan. Untuk 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim 
Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu 
dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja 
antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian 
dan pengembangan, dan kelembagl;>an penyuluhan 
pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, 
kabupatenfkota dan kecamatan. 

B. Jlabad daa Ta,juaa 

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan 
untuk memberikan acuan bagi kelembagaan t.eknis, 
kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta 
kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, 
provinsi, kabupat.en/kota, dan kecamatan dalam 
mendukungprogram P2BN. 

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan 
kerja ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program 
dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait. 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat; 

7 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
2011 NOMOR 
LAliiiPIRAll PERATURAlf ME1ITltiU PERTAlflAll 
lfOMOR : 45/Permeatan/OT.l40/8/2011 
TAIIGGAL.: 23 Agustus. 2011 

TATA BUBUIIGAII KZRJA 
AliTAR JO!:J ltMBAGAAII TZKliiS, Pltli'ELmAII DAN 
PENG!tiiiBAIIGAII, DAN PltJIYULUHAlll PERTAlflAlf 

DALAM MENDUKUJJG PElfllfGKATAN PRODUKSJ BERAS 
lfABIONAL IP2B•I 

A.. Labr'Beh ..... 

6 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
jum.lah penduduk. terbesar Uanp&t di dunia, set.elah 
negara Cina, India, dan Amerika Serikat Dengan 
jumlah penduduk yang terns meningkat dari tahun ke 
lahun, maka krt.!tbamm ~ na.Monal mnupakan 
suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan 
stabilitas politik, ekonomi,sosial dan keamanan. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada 
tahun 20 1 1 Kementerian Pertanian telah menetapkan 
target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. 
Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi 
padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun. 

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai 
target produksi ten.ebut adalah 1) perluasan 
areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa 
teknologi dan sosiaL Perluasan areal dilakukan 
melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, 
dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan 

2.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program 
dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang 
membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan 
di Tingkat Provinsi; 

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program 
dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang 
membidangi Taruna.nan Pangan, Peneliti 
Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di 
Tingkat Kabupaten/Kota; 

4.Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT/UPTD 
Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat 
Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan 
saprotan, pengawalan teknologi, pengendalian 
organisme penggangu tumbuhan, dan penurunan 
kehilangan hasil panen; 

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara 
kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan 
kclembagaan terkait di tingkat provinsi, 
kabupat.en/kota dan tingkat kecamatan. 

c. Ruane Lia~JD>p 

8 

Ruang lingkup mekanisme dan tata hubungan kerja 
ini, mt-liputi: 

I. Mekanisme dan tata hubungan kerja an tara Tim 
Pengendali dengan Tim Pembina.; 

2. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim 
Pembina dengan Tim Pelaksana kab/kota; 

3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim 
Pelaksana Kabupat.enfkota dengan Tim Pelaksana 
Kecamatan; 
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4. Mekanisme dan tata hulmngan kerja an tara Kepala 
UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh 
di Tingkat Kecamatan; 

5. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara 
kelembagaan terkait di !ingka! pusat dengan 
kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan 
kabupa!en/kota. 

D. PUGJ:RTIAll( 

l. Program Peningka.tan Produksi Beras Nasional 
disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam 
rangka peningkatan produksi beras nasional. 

2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan 
kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama 
yang harmonia antar unit kerja sehingga 
terhindarnya tumpang tindih atau tidak 
tertanganinya suatu pekerjaan. 

3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal 
lingkup Kement.erian Pertanian, dan Dinas yang 
membidangi Tanaman Pangan. 

4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian adalah kelembagaan yang menangani 
fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di 
lingkungan Kementerian Pertanian, baik 
kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. 

5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah 
kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan 
pertanian, balk instansi Pusat maupun Daerah. 

BABD 
ORGAlllBASl PJtliYELBIIGGARA PROGRAll P2B1I 

4. Direktur Jenderal P2HP 
5. Kepala Badan Ketahanan 

Pang an 

Tim Pengendali mempunyai tugas utama : 

1. Merumuskan program dan rencana kerja 
peningkatan produksi padi tingkat nasional; 

2. Merumuskan program dan rencana kerja 
penelitian dan pengembangan; 

3. Merumuskan program dan rencana kerja 
penyuluban pertanian; 

4. Merumuskan program dan rencana kerja 
fasilitasi prasarana dan sarana pertanian; 

5. Merumuskan matrik prngram/kegiatan 
peningkatan produksi padi tingkat nasional 

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya 
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali 
dibantu oleh Sekretariat, yang bet·kedudukan di 
Direktomt Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan. Susunan keanggotaan dalam 
Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dari : 

Ketua Direktur Budidaya Sew.alia 

Anggota 
1. Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengembangan 
Tanaman Pangan 

2. Kepala Pusat Penyuluban 
Pertanian 

3. Kepala Pusat Pelatihan 
Pertanian 
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Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak 
instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh 
karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, 
Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi 
di tingkat Pusat dan di tingkat Daernh, yang terdiri dari : 

a. Tingkat Pusat : Tim Pengendali P2BN 
b. Tingkat Propinsi : Tim Pembina P2BN 
c. Tingkat Kabupa!en/Kota :Tim Pelaksana P2BN 

Tingkat Kabupa!en/Kota 
d. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN 

Tingkat Kecamatan 

A. niii PJ:IIGUDALI P2BII 
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Dalam mngka meningkatkan koordinasi dan 
sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat 
Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal 
Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian serta Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 
Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk 
mendukung program P2BN dengan susunan 
organisasi sebagai berikut: 

Penanggungjawab 
Ketua 

Sekretaris 
Anggota 

Menteri Pertanian 
Direktur Jenderal Tanaman 
Pang an 
Direktur Budidaya Serealia 

1. Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian 

2. Kepala Badan Penyuluban 
dan Pengembangan SDM 
Pertanian 

3. Direktur Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian 

4. Direktur Pasca Panen 

5. Direktur Pupuk dan 
Pestisida 

6. Direktur Perluasan dan 
Pengelolaan Lahan 

7. Direktur Pengelolaan Air 
Irigasi 

8. Direktu.r Perlindungan 
Tanaman Pangan 

9. Direktur Perbeniban 
Tanaman Pangan 

1 0. Kepala Balai Besar 
Pengkajian dan 
Pengembangan Teknologi 
Pertanian 

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas : 

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 
Tim Pengendali; 

2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam 
rangka perencanaan peningkatan produksi padi; 

3. Membangun database yang terkait dengan 
peningkatan produksi padi; 

4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim 
Pengendali Pusat; 

5. Mendokumentasikan matrik programfkeglatan 
peningkatan produksi padi; 

6. Mengkompilasi dan mengolah 
provinsi tentang pelaksanaan 
prod ubi padi; 

laporan dari 
peningkatan 
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7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat; 

8. Menyiapkan laporan Tim Pengendali Pusat. 

&dangka.n rincian t:1.lgll.S cl..ari masi.ng-II18lSing F..selon 
I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai 
berikut 

I. Direlrtorat Jenderal Tanaman Panpn, 
mempunyai tugas : 

a. Merumuskan, merencanakan dan 
menetapkan target produksi padi tingkat 
nasional; 

b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan 
sarana produlcsi dan pmsanma pertanian 
untuk mencapai target produksi padi tingkat 
nasional; 

c. Melakukan pengawasan dan menberikan 
jaminan ketefl't'diaan benih berbantuan 
sesuai prinsip 6 Tepat pacta Sentra Produksi 
Padi 

d. Menetapkan sentra produksi padi 
berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas 
panen; 

e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk 
mendukung P2BN; 

f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pacta 
loka.si SL-PTT dan Senlra Produksi Padi 

g. Merumuskan dan menetapkan calon 
petanifcalon lokasi SL-PTT yang diusulkan 
daerah; 
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b. Menyusun dan menyebarluaskan infonnasi 
teknologi tepat guna dan teknologi spesifik 
lokasi yang direkomendasikan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 

c. Merumuskan dan melaksanakan 
penyuluhan melalui media cetak dan media 
elektronik; 

d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui 
pendidikan, pelatihan dan permagangan 
dalam bidang teknis dan kewimusahaan 
agribisnis padi; 

e. Merumuskan dan merencanakan 
kebutuhan tenaga penyuluh dan anggamn 
penyuluhan dalam mendukung peningkatan 
produksi padi; 

f. Memfusilitasi pemberian penghargaan 
kepada penyuluh dan petani berprestasi 
yang berhasil dalam peningkatan produksi 
paditingkatnasional; 

g. Merumuskan perencanaan penyelenggaraan 
pelatihan pemandu Japang 1 (provinsi), 
pemandu lapang 2 (kabupatenfkota), dan 
pemandu lapang di unit SL-PTT. 

4. Direlrtorat Jenderal PruaraDa dan 8araDa 
Pertanian, mempunyai tugas: 

a. Menyediakan penambahan luas baku lahan 
padi melalui cetak sawah dan 
meningkatkan optimalisasi lahan; 
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h. Mengusulkan kebutuhan anggamn khusus 
eselon I dalam mendukung Program P2BN. 

2. Badan Penelltian dan Pengembanpn 
Pertanian mempunyai tugas: 

a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesillk 
lokasi sesuai usulan Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan; 

b. Menyediakan kalender dan pola tanam 
menurut tok.asi~ 

c. Menyediakan informasi dan teknologi 
adaptasi terhadap perubahan iklim; 

d. Menyediakan benib dasar dan 
merrlcomendasilcan varretas unggul baru 
dalam spesiflk lokalita; 

e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan 
tenaga peneliti dalam mendukung P2BN; 

f. Menyediakan publ.ika5i dan teknologi tepat 
guna kepada Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan 
materi penyuluhan. 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembanpn BDM 
Pertaaiau, mt:mpunyai tu11,as: 

a. Menyusun programa penyuluhan tingkat 
nasional untuk mendukung pencape.ian 
target produksi padi yang ditetapkan 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 

b. Menyediakan data iklim tennasuk data 
banjir dan kekeringan serta infonnasi 
ketersediaan air; 

c. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi 
melalui pengembangan dan pengelolHan 
jaringan irigasi (JI1UT/JIDES), tata air 
mikro (TAM), embung dan pompanisasi 
serta pembinaan perkumpulan petani 
pemakai air (P3A); 

d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan 
ketersediaan pupuk berbantuan dan 
pestisida sesuai prinsip 6 Tepat Uumlah, 
waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pada 
Sentm Produksi Padi; 

e. Menyediakan sarana produksi pupuk 
organik untuk rehabilitasi lahan sawah; 

f. Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan untuk 
usahatani padi. 

B. TDI P&MBiliA P2BI 
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Dalam mngka meningkatkan koordinasi dan sinergitas 
antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman 
pangan, Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan(kelembagaan yang membidangi 
penyuluhan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 
Gubemur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk 
mendukung program P2BN dengan susunan 
keanggotaan se bagai berikut 

Penanggungjawab 

Ketua 

Gubemur 

Kepala Dinas Teknis yang 
membidangi tanaman pangan 
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Sekretaris Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang membidangi Produksi 
Padi 

Anggota 
1. Kep>da HHliD J>engkaJwn 

Teknologi Pertanian 
2. Kepala Sekretariat Badan 

Koordinasi 
Penyuluhanjkelembagaan 
yang membidangi 
penyuluhan 

3. Kepala UPT Pelatihan 
Pusat/Kepala UPT Pelatihan 
Daemh 

4. instansi Terkait l..amnya 
sesuai kebutuhan 

Tim Pembina mempunyai tugas utama : 

1. Merumuskan program dan rencana kerja 
peningkaum produksi padi ting\<at provinsi; 

2. Merumuskan kegiatan pengkajian dan 
mengidentifikasi spesiflk lokasi mendukung P2BN 
tingkat provinsi; 

3. Merumuskan program penyufuhan mend'ukung 
P2BN tingkat provinsi; 

4. Merumuskan progmm prnsarana dBn sarana 
mendukung P2BN tingkat provinsi; 

5. Menyusun matril<. programjlu:giatan perixt'q9<atan 
produksi berns tingkat provinsi. 
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Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas: 

I. Menyelenggarnkan administrnsi kesekretariatan 
Tim Pembina 

2. M~!\g\U'!!.,.nu.!kan data indik.atif da.rt de!ini.tif df.!!run 
rnngka perencanaan peningkatan produksi padi; 

3. Membangun database yang terkait dengan 
peningkatan produksi padi; 

4. MemfwiJit_asj pela.l<!W.T!BJJn rapat koonJjna.s.i Tim 
Pembina Provinsi; 

S. Menjabarkan pelaksanaan matrik 
progmmjkegiatan P2BN; 

6 Mrngknrn_pil»m rlan mr.nr~>lah lapnrnn rlaJi 
kabupatenjkota tentang pelaksanaan 
peningkatan produksi padi; 

7. Menyiapkan lapornn Tim 
mengenai perkembangan 
peningkaUUl produksi padi. 

Pembina Provinsi 
pelaksanaan 

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing instansi 
terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut 

1. Dlnu yaD& membidaJl&l Tanaman Panpn, 
mempunyai mgas: 

a. Merumuskan, merencanakan dan 
menetapkan target produksi padi tingkat 
provinsi; 

b. Mengl<.ooroinasikan dan menyusun rencana 
kebutuhan sarnna produksi dan prnsarana 
kebutuhan untuk mencapai target produksi 
padi tingkat provinsi; 
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Oalam menyelenggarnkan tugas utamanya 
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu 
oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang 
menanganai tanaman pangan cq. Sub DinasjBidang 
.:'f!=t~g_ !'!!e!'!a!!ga!!! ~md'..!_ksi pad!. Su.suna..T1 anggg.ta 
dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari : 

Ketua 

Anggota 

Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang membidangi Produksi 
Padi 

I. Kepala Bidang 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan, Bakorluhf 
&dan Ketahanan Pnngan 
dan Penyuluhan (BKPP) 

2. Kepala Bidang/Unit Kerja 
yang membidangi 
Penyelel1{Wlraan Pel.atihan 
di Unit Pelaksana Teknis 
(UP11 Pelatihan Pusat/UPT 
Pelatihan Daernh 

3. Kepala Sub Dinas{Bidang 
yang menangani Sarana 
dan Prasarana Pertanian; 

4. Kepala Seksi Kerjasama dan 
Sarana Pelayanan 
Pengka.jian, Badan 
Pengkajian dan Teknologi 
Pertanian (BPTP) 

5. Unit kerja terkait l.ainnya 
sesuai kebutuhan. 

c. Menetapkan sentrn produksi padi 
berdasarkan !uas areal, luas tanam dan 
luas panen tingkat provinsi; 

d. Melaksanakan pemantauan pengawalan 
pupuk bersubs!di dan pestisida sesuai 
prinsip 6 tepat; 

e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifJk 
lokasi tingkat provinsi; 

i. Mengusullum l<.ebutuhan penyuluh pada 
lokasi Sentrn Produksi Padi tingkat provinsi; 

g. Mengusulkan dan menetapkan calon 
petanijcalon lokasi SL-PTT yang diusulkan 
kal>.upate!!./ !rota; 

h. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi 
melalui pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air 
mikro (TAM), embung dan pompanisasi 
serta pemhlnaan terbada-p perlmmpulan 
petani pemakai air (P3A) tingka t provinsi; 

i. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus 
Dinasj lnstansi yang menangan.i 
pe~.an ~'li. padi tmg)tat~!!i.. 

2. Balal PenpaJian Telmoloei Pertauian, 
mempunyai tugas : 

a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesiflk 
loka.s.i sesuai usulan Dinas Teknis yang 
membidangi tanaman pangan; 

b. Menyediakan kalender dan pola tanam 
menurut lokasi sentrn produksi padi; 
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c. Menyediakan informasi dan teknologi 
adaptasi terhadap perubahan iklim; 

d. Merancang dan menyediakan benih untuk 
display dan uji adaptasi varietas ser!H 
mere.komenda.sikan penggunaan varietas 
unggul spesifik lokasi; 

e. Menempatkan peneliti di paling lambat 
kabupaten/kota untuk mengawal 
penerapan teknologi rekomendasi spesifik 
lokasi; 

f. Menyediakan publikasi dan menyampaikan 
teknologi tepat guna kepada Sekre!Hriat 
Bakorluh/Bapeluh sebagai baban materi 
penyuluhan; 

3. Beluetarlat Badan Koordinui Penyuluhan, 
mempunyai tugas: 

a. Menyusun programs penyuluhan provinsi 
untuk mendukung pencapaian target 
produksi padi, yang telah ditetapkan oleh 
Dinas yang membidangi tanaman pangan; 

b. Merumuskan kebutuban meteri penyuluhan 
dan tneD,Yebarluaska.!:. informasi. t ... kno1Dgi 
tepat guna yang direkomendasikan oleh 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; 

c. Melaksanakan penyuluban melalui media 
cetak dan media elektronik; 

d. Merumuskan dan merencanakan 
kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, 
pemandu lapang (PL 2), dan pemandu 
lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan 
dalam mendukung peningkatan produksi 

21 

C. 1n1 PELAKSAlfA P2Blf TDfGKAT 
KABUPA'l'Zli/KOTA 
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas 
antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman 
pangan, Radan Pelaksana Penyuluhan/ Kek-mbagaan 
yang membidangi penyuluban dan Peneliti 
Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian. Bupati/ WalikolH membentuk Tim 
Pelaksana Kabupatenj Ko!H untuk mendukung 
program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut: 

Penanggungjawab BupatijWalikolH 

Ketua Kepala Dinas Teknis yang 
membidangi tanaman pangan 

Sekre!Hris Kepala Sub Dinas yang 
membidangi Produksi Padi 

Anggota 

l. Kepala Badan Pelaksana 
Penyuluhan 

2. Kepala Sub Dinas/ Bidang 
yang menangani sarana dan 
prasarana. 

3. Peneliti Pendamping pada 
BPTP 

4. Instansi Terkait Lainnya 
sesuai kebutuhan 
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padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang 
membidangj Tanaman Pangan; 

e. Melakukan seleksi calon penerima 
penghargaan bagi penyuluh dan petani 
berprestasi yang berlwsil dalam 
peningkatan produksi padi tingkat nasional; 

4. UPT Pelatiluua Puat/ UPT Pelatiluua Daerah, 
mempunyai tugas: 

a. Merumuskan dan menyusun kebutuban 
pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, 
pengawas mutu benih, petugas pertanian 
lainnya dan petani dalam mendukung 
peningkatan produksi padi di tingkat 
provinsi; 

b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, 
petugas POPT, pengawas mutu benih, 
petugas pertanian lainnya dan petani 
melalui pendidikan, pelatihan dan 
permagangan dalam bidang teknis dan 
kewirausahaan agribisnis padi; 

c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang 
(PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuban yang 
diusulkan oleh dinas teknis yang 
membidangi tanaman pangan; 

d. Meningkatkan kompetensi teknis dan 
profesionalisme widyaiswara dalam rangka 
peningkatan kapasitas penyuluh, petugas 
POPT, pengawas mutu benih, petugas 
pertanian lainnya dan petani untuk 
Program P2BN. 

Tim Pelaksana kabupatenjko!H mempunyai tugas 
Utama: 

I. Menyusun rencana keija peningkatan produksi 
padi tingkat KabupatenjKota; 

2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi 
teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat 
kabupatenjkota; 

3. Menyusun programs penyuluhan mendukung 
P2BN tingkat kabupaten/ kota; 

4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana 
mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota; 

5. Menindaklanjuti matrik programjkegiatan P2BN 
yang telah disusun oleh tim provinsi. 

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya 
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN 
Tingkat KabupatenjKolH dibantu oleh Sekre!Hriat, 
yang berkedudukan di Dinas yang membidangi 
tanaman pangan cq. Sub DinasjBidang yang 
membidangi produksi padi. Susunan keangotaan 
dalam Sekre!Hriat Tim Pelaksana P2BN Tingkat 
Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

Ketua 

Anggo!H 

Kepala Sub Dinas yang 
membidangj Produksi Padi 

1. Kepala Bidang 
Peuye lengganw.n 
Penyuluban, Bapelluh 

2. Kepala Sub Dinas/Bidang 
PerlindtlllgiUl Tanaman 
Pangan 
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3. Kepala Sub Dinas/Bidang 
yang Menangani Pasca Panen 
Tanaman Pangan 

4. Unit Kerja te.rkait lainnya 
sesua.r kebutuhan 

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim 
pelaksana; 

2. Menyiapkan data indikatif dan de!initif dalam 
rangka perencanaan peningkatan produksi padi; 

3. Membangun database yang te.rkait dengan 
peningkatan produksi padi; 

4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim 
Pelaksana Kabupate.n/Kota; 

5. Melaksanakan programjkegiatan berdasarkan 
matrik programjkegiatan; 

6. Menyiapkan bahan laporan te.ntang pelaksanaan 
peningkatan produksi padi; 

7. Menyusun laporan Tim Pelaksana 
Kabupate.n{Kota. 

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak 
te.rkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten{ Kota, 
sebagai berikut 

1. Dlnaa Teknls yaq membldauci TaiUUilan 
Pa11pn mempuny ai tugas: 

3. 

a. Merencanakan dan menetapkan target 
produksi padi tingkat Kabupaten{Kota; 
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a. Merancang dan menyediakan benih untuk 
display dan uji adaptasi varietas serta 
merekomendasikan penggunaan varietas 
unggul spesifik lokasi 

b. Mengawal Penerapan teknologi spesilik 
lokasi dan penerapan kalender pola tanam; 

c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu 
lapangan SL-PTT; 

d. Menyebarkan pub\ikasi., bahan cetakan dan 
elektronik untuk bahan penyuluhan; 

e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan 
saran pemecahan masalah dalam 
penerapan tcknologi; 

f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui 
Badan Pelaksana Penyuluhan/ 
Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan 
di KabupatenjKota sebagai bahan materi 
penyuluhan pertanian. 

Badan Pelabana Penyaluhan mempunyai 
tugas: 

a. Menyusun programa penyuluhan 
Kabupaten/Kota untuk mendukung 
pencapaian target produksi padi yang telah 
dite.tapkan oleh Dinas Teknis yang 
membidangi Tanaman Pangan; 

b. Menyusun materi penyuluhan 
menyebarluaskan te.knologi spesifik 
yang direkomendasikan oleh 
Pengkajian Teknologi Pertanian; 

dan 
lokasi 
Balai 
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b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi 
untuk mencapai target produksi padi 
tingkat Kabupate.njKota; 

c. Mengindetifikasi dan menetapkan sentra 
produksi padi ben:fasarkan luas areal, luas 
tanam dan luas panen; 

d. Menerapkan rekomendassi teknologo 
spesifik lokasi 

e. Meningl<.atkan optimalisa.si lahan dan 
melaksanakan pencetakan sawah; 

f. Membangun dan memelihara jaringll.Il 
irigasi (JI'IUT/JIDES/TAM), embung dan 
po.mpanisasi scrta m.eningkatkan pernnan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 
untuk meningkatkan indeks pertanaman 
(IP) padi; 

g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk 
orga:nik dan anorganil< bersubsidi serta 
pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, 
tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas); 

h. Merencanakan pengalokasian penempatan 
pe!:l..tgas POPT dan peng;awas mutu benili 
pada lokasi sentra produksi padi; 

i. Fasilitasi aksesbilitas sumber permodalan 
dalam rangka mendukung peningkatkan 
produksi padi; 

j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk 
mendukung peningkatan produksi padi. 

2. PeneUti Peudampln& darl BPTP mempunyai 
tugas: 

c. Menyusun pengalokasian penugasan 
penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL­
PTT dan sentra produksi padi; 

d. Melaksanakan penyuluhan melalui media 
cetak dan media elektronik; 

e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja 
penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam 
rangka peningkatan produksi padi; 

L Menetapkan 1okasi Demp1ot, Deniram, dan 
Demarea serta SLPTT berdasarkan usulan 
dari BPP /BP3K 

g. Merencanakan dan 
rembugjforum pertemuan 
teknis dan temu tugas 

melaksanakan 
petani, te.mu 

h. Melakukan seleksi dan mengusulkan caJon 
penerima penghargaan bagi penyuluh dan 
petani berprestasi yang berhasil dalam 
peningka.tan produksi padi tingka.t 
kabupatenjkota. 

D. 'nlll RLAKBAlfA P2Bir 11liGKAT KltCAIIATAll 
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan 
keterpad.uan pelaksanaan progmm,/kegiatan di 
wilayah Kabupaten{Kota, Bupati{Walikota 
membentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, 
dengan susunan organisasi sebagai berikut: 
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Penanggungjawab Camat 

Ketua 

Sekretaris 

Kepala UPT/UP'ID Pertanian 

Kepala Balai Penyuluhan 
Kecamatan 
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Anggota 
1. Kepala Seksi yang 

membidangi pertanian di 
kantor kecamatan 

'1 KoorrliP_ator 
Pertanian di 
Kecamatan 

3. Petugas 
Organisme 
Tnmtmhan 

1'<-nvuluh 
tlngkat 

Pengendali 
Pengganggu 

4. Kepala DesajKelurahan 
sentra produksi padi 

5. Penyuluh Pertanian di desa 
sentra produksi padi. 

6. P.-tuga,s Poortanian lainnya 
yang terkait. 

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai 
tugas utama : 

J _ Mt>.ia.kAAJlRkan pt>ningkatan produksi parli 
tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan 
rencana kerja yang ditetapkan; 

2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi; 

3. Melaksanakan programa penyuluhan tingkat 
Kecamatan; 

4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan 
sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat 
Kecamaum. 

Dalam menyelengg~~.rakan tugas utamanya 
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN 
Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang 
herkedudukan di Balaijl<antor vang membidangi 
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oleh Dinas Teknis yang membidangi 
Tanaman Pangan; 

c. Menyebarluaskan informasi teknologi 
spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh 
peneliti pendamplng kepada pets.ni pada 
sentra produksi padi; 

d. Mengawasi penyuluh pendamping pada 
sentra produksi padi; 

e. Menyediakan dan menyebarluaskan 
informasi agribisnis di tingkat kecamatan; 

f. Melaksanakan sistem latihan dan 
kunjungan (LAKU) dalam rangka 
peningkatan kapasitas penyuluh dan 
petani; 

g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL­
P'IT sebagai unit pembelajaran petani 
dalam rangka peningkatan produksi padi; 

h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat 
desa dan temu lapang antara petani, 
penyuluh, dan peneliti pendamping di 
tingkat kecamatan. 

3. Ptttup. POPT, mempunyai tugHs: 

a. Merencanakan, menyiapkan, 
melaksanakan, mengembangkan, 
mengevaluasi, membimbing, melaporkan, 
mengamati, menganalisis. meramalkan dan 
mengendalikan organisme penggangu 
tumbuhan serta mela.kukan pengawasan 
peredaran dan penggunaan pupuk serta 
pestisida; 
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penyuluhan pertanian. Susunan keangotaan dalam 
Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, 
terdiri dari : 

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam 
Tim Pelaksana P'2BN Tingkat Kecamatan, sebagai 
beri.kut 

I. Kepala UPTD/ UPT Pertanian, mempunyai 
tugas: 

a. Menetapkan sasaran arealluas tanam; 

b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari 
kelompoktani; 

r. :'Y!~oonhnasikan pen;;awa= pererlanm 
benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di 
tingkat kecamatan; 

d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi 
pada lokasi sentra produksi padi di tingkat 
kecamatan; 

e. Menghitung luas areal panen padi; 

f. Mendampingi Mantri Statistik dalam 
perhitungan hasil perhektar. 

2. Balai Penyuluhan/K-nllnator Penyulah 
'fiDPat Kecamatan, mempunyai tugas: 

a. Merencanakan kegiatan pendampingan 
penerapan teknologi spesifik lokasi dan 
penerapan luiiender pola tanam; 

b. Menyusun programa penyuluhan 
Kecamatan untuk mendukung pencapaian 
target produksi padi yang telah ditetapkan 

b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan 
pengamatan serangan organisme penggangu 
tumbuhan dan dampak perubaban iklim; 

c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan 
pengendalian( penanggulangan organisme 
penggangu tumbuhan dan dampak 
perubahan iklim; 

d. Analisis dan evaluasi perkembangan 
sernngan organisme pe~ngu tumbuhan 
dan dampak perubahan iklim; 

e. Bimbingan dan pendampingan dalam 
pengendalian/ penanggulangan organisme 
penggangu tumbuhan dan dampak 
peru baftan iklim; 

f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di 
tingkat kelompok tani (khususnya yang 
berhubungan dengan organisme penggangu 
tumbuhan dan dampak peruhahan iklim); 

g. Pengawasan rekomendasi penggunaan 
pupuk dan pestisida di tingkat petani; 

h. Pelaporan hasil pengamatan serangan 
ot:ganisme pengg;mgu tumbuhan dan 
dampak perubahan iklim dan basil 
monitoring peredaran dan penggunaan 
pupuk dan pestisida. 

4. Kepala Desa/Kehuahan, mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi pelaksanaan 
musyawarahjrembug desa antara 
penyuluh, petani, kepala UPT/UPID 
Pertanian kecamatan, dalam rangka 
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5. 

penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan 
RDKK di tingkat desa/kelurahan, 

b. Menggerakkan masyarakat untuk 
melakukan pemeliharaan jaringan mgast 
desa (JIDES) dan jaringan irigasi usaha!Blli 
(JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian 
dan pergilimn pengguruum air irigasi di 
tingkat desafkelurahan; 

c. Menggerakkan 
pengendalian 
tumbuhan; 

masyarakat 
organisme 

desa dalam 
pengganggu 

d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan 
de sa/ kelurahan. 

Penyuluh Pertanlan ell ttnpat deu, 
mempunyai tugas : 

a. Mendampingi petani dalam penyusunan 
RDK dan RDKK; 

b. Membimbing penernpan teknologi spesifik 
lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola 
usahatani; 

c. Memfasilitasi petani dalam mengakses 
sarana produksi, permodalan, dan infurmasi 
pasar; 

d. Memberi umpan batik penernpan teknologi 
spesifik lokasi yang dibutuhkan petani 
untuk disalurkan kepada peneliti 
pendamping; 

e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes 
dalam rnngka menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi petani pada lokasi sentra 
produksi padi; 
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3) perumusan kegiatan dan anggaran 
Peningkatan Produksi Berns Nasional; 

4) penyusurum matrik program peningkatan 
produksi padi, penelitian dan 
pengembangan, penyuluhan, serta 
samoa dan prnsarana pertanian tingkat 
nasional. 

c. Tim Pengendali melaksanakan rnpat teknis 
Tim Pengendali paling kurnng sekali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rnpat 
koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim 
Pembina dan Tim Pelaksana. 

d. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim 
Pengendali melaksanakan rapat teknis paling 
kurang dua kali da1am setahun untuk 
menyusun matrik program sesuai dengan 
bidang tugas masing-masing, yang 
mencakup: 

1) Direktornt Jenderal Tanaman Pangan 
menyusun program dan rencana kerja 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasional; 

2) Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian menyusun program dukungan 
penelitian dan pengembangan terhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasi.onal; 
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f. Memfasilitasi pam petani untuk 
menumbuhkembangkan kelembagaan 
petani dan kelembagaan ekonomi petani; 

BABm 

IIJCKAJr18111E DAJI TATA HUBUJfG.All KER..JA TIM 
PEIIOUDALI, 

TIM PEIIBIXA DAJI TIM PELAKSAliA 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi da1am 
pelaksanaan P2BN, bail< di pusat maupun di daerah, 
diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara 
Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana. seba.gai 
berikut: 

A. liDtKAIIISIIlt KER..JA 
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1. Tim J>eD&endaU 

a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan 
oleh tim pengendali pusat melalw rnpat 
koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina 
dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali 
dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut 
dihadiri oleh Perumggungjawab, Ketua 
Harlan, dan Anggota Tim Pengendali, Tim 
Pembina, dan Tim Pelaksana. 

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi lxortujuan: 

II perumusan kebijakan dan strategi 
Peningkatan Produksi Berns Nasional; 

2) perumusan program dan rencana kerja 
Peningkatan Produksi Berns Nasional; 

3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
SDM Pertanian menyusun program 
dukungan Pengawalan dan 
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produksi pAdi; 

4) Direktoratjenderal Prasarana dan Samoa 
Pertanian menyusun program dukungan 
prnsarana dan sarana terhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
nasi.onal; 

e. Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat Tim 
melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan peningkatan produksi beras 
tingkat nasional, yang mdiputi realisasi: 

11 program peningkatan produksi padi 
tingkat nasional; 

21 penyediaan dan penyaluran sarana 
produksi padi tingkat nasional; 

3) penerapan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi tingkat nasional; 

4) pelaksanaan pengawalan dan 
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produksi padi; 

f. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, 
Tim Pengendali melaksanakan rapat evaluasi 
paling kurang dua kali dalam setahun untuk: 

1) Membahas pencapaian target dan realiasi 
produksi beras tingkat nasional; 

2) Mengidentifikasi permasalahan da1am 
pencapaian target peningkatan produksi 
beras tingkat nasional; 
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3) Merumuskan rencana tindak lanjut 
penyelesaian masalah sesuai dengan 
matrik program instansi terkait; 

4) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkat1u1 produksi beras nasional 
kepada Menteri Pertanian. 

2. Tim Pembina 

a. Mekanisme keija pembinaan dilakukan oleh 
Tim Pembina me\alui rapat teknis Tim 
Pembina paling kurang satu kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinasi dengan Tim Pengendali. 

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan 
Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan 
rapat teknis paling kurang dua kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan rapat 
koordinnsi antam Tim Pembinn dPngan Tim 
Pelaksana pada tingkat provinsi. 

c. Sebagai tindak lanjut dari mpat koordinasi 
Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua 
Harian Tim Pembina melaksanakan rapat 
teknis paling kumng dua kali dalam setahun 
untuk menyusun matrik program tingkat 
provinsi sesuai dengan bidang tugas rnasing­
masing, yang mencakup: 

1) Dinns Teknis yang membidangi tanaman 
pangan menyusun program dan rencana 
keija peningkatan produksi padi dan 
dukungan prasamna dan samna 
pertanian tingka t provinsi; 
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2) Mengidentifikasi permasalahan dalam 
pencapaian target peningkatan produksi 
beras tingkat provinsi; 

3) Merumuskan rencana tindak lanjut 
penyelesaian masalah sesuai dengan 
matrik program instansi terkait; 

4) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkatan produksi beras nasional 
kepadA Gubemur. 

3. Tim PelabaDa Kabupatea/Kota 

a. Mekanisme keija pelaksanaan Tim Pelaksana 
KabupatenjKota dilakukan melalui Rapat 
Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali 
dalam setahun untuk menyiapkan bahan 
mpat koordinasi dengan Tim Pengendali dan 
bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina. 

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi 
dengan Tim Pengendali di Pusal dan Tim 
Pembina di provinsi, Tim Pelaksana 
KabupatenjKota melaksanakan rapat teknis 
Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam 
setahun untuk menyiapkan bahan mpat 
koordinasi antara Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana 
Kecamatan. 

c. Sebagai tindak lanjut dari mpat koordinasi 
Tim Pelaksana KabupatenfKota dengan Tim 
Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis 
paling kurang dua kali dalam setahun untuk 
menyusun rnatrik program tingkat 
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2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
menyusun program dukungan penelitian 
dan pengembangan terhadap 
peningkatan produksi padi tingkat 
provinsi; 

3) Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan/Kelembagaan yang 
membidangi penyuluhan menyusun 
program dukungan Pengawalan dan 
Pendampingan Penyuluh di lokasi. SLPTT 
dan sentra produksi padi tingkat provinsi. 

d. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim 
melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan peningkatan produksi beras 
tingkat provinsi, yang meliputi realisasi: 

1) Program peningkatan produksi padi 
tingka t provinsi; 

2) PenyediA.An dan penyalumn samna 
produksi padi tingkat provinsi; 

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi tingkat provinsi; 

4) Pelaksanaan pengawalan dan 
pendampingan penyu1uh di lokasi SLPTT 
dan sentra produksi padi tingkat provinsi. 

e. Sebagai tindak lanjl!t dari basil pernantauan, 
Tim Pembina melaksanakan mpat evaluasi 
paling l<.urang dna kali dalam setahun untuk: 

1) Membahas pencapaian target dan realiasi 
produksi bems tingkat provinsi; 

kabupatenjkota sesuai dengan bidang tugas 
masing-masing, yang mencakup: 

1) Dinas Teknis yang membidangi Tanarnan 
Pangan menyusun program dan rencana 
keija peningkatan produksi padi dan 
dukungan pmsarana dan sarana 
pertanian tingkat kabupaten/kota; 

2) Peneliti Pendamping menyusun 
rekomendasi teknologi spesifik lokasi 
terhadap peningkatan produksi padi 
tingkat kabupatenfkota; 

3) Badan Pelaksana 
Penyuluhan/ Kelembagaan yang 
membidangi penyuluhan menyusun 
program dukungan Pengawalan dan 
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT 
dan sentra produksi padi tingkat 
kabupaten/kota. 

d. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Sekretariat Tim melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan peningkatan produksi 
beras tingkat kabupatenfkota, yang meliputi 
realisasi: 

1) Program peningkatan produksi padi 
tingkat kabupatenjkota; 

2) Penyediaan dan penyalumn samna 
produksi padi tingkat kabupatenfkota; 

3) Penempan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi tingkat kabupaten/kota; 

4) Pelaksanaan pengawalan dan 
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT 
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dan sentra produksi padi tingkat 
kabupaten/kota. 

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, 
Tim Pelaksana kabupatenfkota 
lllc.laksamil<an rnpat cvaluasi paling kunmg 
dua kali dalam setahun untuk: 

1) Membahas pencapaian target dan realiasi 
produksi bems tingkat kabupaten/kota; 

2.) Mengidentiill<..asi permasalaha.n da1am 
pencapaian target peningkatan produksi 
beras tingkat kabupatenfkota; 

3) Merumuskan rencana tindak lanjut 
penyelesaian masa\ah. sesuai dengan 
matrik program instansi terkait; 

4) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkatan produksi bems nasiona1 
kepada BupatifWalikota. 

4. Tim PelabaDa ~tan 

a. Sebagai tindak lanjut dari mpat koordinasi 
dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim 
Pelaksana Kecamatan melaksanakan mpat 
teknis paling lrunmg empat kali dalam 
setahun untuk menyusun matrik kegiatan 
tingkat Kecamatan, yang menca.kup: 

1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan 
menyusun rencana kegiatan peningkatan 
produksi padi dan peng~~.wasan peredaran 
dan mutu sarana produksi tingkat 
kecamatan; 
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6) ldentifikasi permasalahan yang dibadapi 
dalam pencapaian target peningkatan 
produksi beras tingkat kecamatan; 

7) Pelaksanaan tindak \anjut penyelesaian 
masalah sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing; 

8) Melaporkan perkembangan pencapaian 
peningkatan produksi beras nasional 
kepada Camat. 

c. Khusus untuk permasalahan yang dihadapi 
oleh Tim Pelaksana Kecamatan di luar 
kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan 
melakukan rapat teknis untuk: 

1) Mengidentifikasi 
berkaJtan dengan 
prod uksi, jaringan 
alam; 

permasalahan yang 
ke tersediaan sarana 
irigasi dan bencana 

2) Menyusun usulan pemecahan ma.sa\ah 
untuk disampaikan kepada 
instansi/ lembagll terkaJL 

B. TATA BtJBUJ(OAJI KERJA 

1. Tim Penpndalf deJJCIUI Tim Pembina 

a. Hubung~~.n Tim Pengendali dengan Tim 
Pembina adalah hubungan koordinasi 
pengendalian P2BN dalam rangka perumusan 
dan sinkronisasi program dan rencana kerja 
penelitian dan pengembangan, penyuluhan, 
prasarana dan sarana mendukung P2BN; 

b. Da\am penyelenggaraan hubungan koordinasi 
pengendalian P2BN, Tim Pengendali 
me.laksanalam koordinasi dan komunikasi 
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2) Dukungan peneliti pendamping dalam 
penerapan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi tingkat kecamatan; 

Pengamat 
T8..Im.matl 

3) Dukungan 
Pengga.uggu 
pengendalian 
penyakit; 

Orgaoisme 
daialll 

dan eksplosi hama 

4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat 
Kecamatan dalam Pengawalan dan 
Pendampinglln Penyuluh di lokasi SLP'IT 
dan sentra produksi padi tingkat 
kecamatan. 

b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan 
pemantauan dan tim1ak Janjut pelaksanaan 
peningkatan produksi beras tingkat 
kecamatan, yang meliputi realisasi: 

1) Kegiatan peningkatan produksi padi 
tingkat Kecamatan, yang meliputi areal 
luas tanam dan luas panen, ; 

2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan 
sarana produksi (pupuk, benih, dan 
pestisida) padi tingkat Kecamatan; 

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik 
lokasi tingkat Kecamatan; 

4) Serangan hama dan penyakit tingkat 
kecamatan; 

5) Pelaksanaan peng~~.walan dan 
pendamping~~.n penyuluh di lokasi sentra 
produksi padi tingkat Kecamatan; 

dua arah dengan Tim Pembina, dengan 
tujuan: 

1) Memantau pelaksanaan pencapaian 
target produksi beras pada tingkat 
provinsi; 

2) Memantau penyaluran sarana produksi 
pada tingkat provinsi; 

3) Memantau penerapan rekomendasi 
telmolo(l,i spesilik lokasi.; 

4) Memantau pelaksanaan pendampingan 
penyuluh dalam penerapan teknologi di 
tingkat petani. 

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali 
bersama Tim Pembina dapat melaksanakan 
koordinasi dan komunikasi dua amh dengan 
Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk: 

I) Memantau terjadinya eksplosi organisme 
pengganggu tanaman yang berpengaruh 
terhadap penurunan produksi secara 
nyata; 

2) Memantau tetjadinya bencana alam 
(banjir, kekeringan, gempa bUlllll yang 
menyebabkan tetjadinya puso; 

2. Tim PembiDa clenpn Tim Pelab&Da 

a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim 
Pelaksana. adalah hubUllgll.ll koordinasi 
pembinaan P2BN dalam rangka perumusan 
program dan rencana ketja penelitian dan 
pengembangan, penyuluhan, prasarana dan 
sarana mendukung P2BN; 
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b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi 
pembinaan P2BN, Tim Pembina 
melaksanakan koordinasi dan komunikasi 
dua amh dengan Tim Pelaksana 
J<..ahup.,t.-nj lM>tlo., <l.-ngi<n n\}rum: 

1) Memantau pelaksa.naan pencapaian 
target produksi beras pada tingkat 
kabupatenfkota; 

2) Mem.antau peny.alumn s.amn.a produksi 
pada tingkat kabupaten/kota; 

3) Memantau penempan 
teknologi spesifik lokasi 
kabupatenjkota; 

rekomendasi 
pada tingkat 

4) Memantau pelaksa.naan pendampingan 
penyuluh dalam penempan teknologi di 
tingkat petani pada tingkat 
kabupatenjkota. 

c. Dalam keadaan "lilmsus, Tim Pembina 
bersama Tim Pelaksana KabupatenjKota 
dapat melaksanakan koordinasi dan 
komunikasi dua amh dengan Tim Pelaksan.a 
Kf:{:amatan. ~Jlglill ~rum untuk.: 

1) Memantau terjadinya eksplosi organisme 
pengganggu tanaman yang berpengaruh 
terhadap penurunan produksi secam 
nyata pada tingkat kecamatan; 

2) Memantau terjadinya bencana 
(banjir, kekeringan, gempo bumi) 
menyebabkan terjadinya puso 
tingkat kecamatan. 

alam 
yang 
poda 
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6) Mema.ntau tr.rja.dinya berw.ana alam 
(banjir, kekeringan, gempo bumi) yang 
menyebabkan terjadinya puso poda 
~!<==~ 

4. Internal Tim J>enceDdali, Tim Pembina, daD 
Tim Pelakaana 

a. Hubungan KClja ant.am instansi eselon 1 
lingkup pertanian d.al.am Tim Pengendali 
adalah huhung.an koord.inasi fungsional 
sesuai dengan tugas fungsinya m.asing 
masing dalam pelaksanaan program P2BN; 

b. Hubungan Kel)a antar instanSl telmis 
pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan 
UPT Teknis lingkup Kementerian Pertanian 
dalam Tim Pembina ada1ah hu~Jun§m lu:rja 
koordinatif fungsional sesuai dengan tugas 
fungsinya masing masing dalam pelaksanaan 
prugmrn l'2BM; 

c. Hubungan Kerja antar instansi teknis 
pertanian lingkup Pemerintah 
~lwpa.trnj.knla dan lmml£ pmditi 
pendamping dari BP1l' dalam Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja 
'iuxmlina'tif f~ =sum ~ t.uga>; 
fungsinya masing masing da.lam pelaksan.aan 
program P2BN; 
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3. Tim Pelakaana Kabupaten/Kota deDpll Tim 
Pelabana Kecamatan 

a. Hubungan Tim Pelaksan.a kabupatenfkota 
deng.an Tim Pelaksana kecamatan adalah 
hubungan koordinasi pelaksan.aan P2BN 
dalam rangka pelaksanaan rencana kerja 
peningkatan produksi, pelaksanaan 
programa penyuluhan, pelaksanaan 
penyediaan prasarana dan sarana sesuai 
kebutuhan mendukung P2BN; 

b. Dalam pelaksana.an Peningkatan Produksi 
Beras Nasional, Tim Pelaksana 
Kabupoten/Kota melaksanakan koordinasi 
<hu1 kuwwrikHsi dWl arnl1 deugan Tim 
Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan: 

1) Memantau pelaksa.naan pencapaian 
target produksi beras pada tingkat 
kecam.atan; 

2) Memantau penyaluran sarana produksl 
pada tingkat kec.amatan; 

3) Memantau penempan 
teknologi svesillk lokasi 
kecamatan; 

rekomendasi 
pada tingkat 

4) Memantau pelaksanaan pendampingan 
penyuluh dalam penempan teknologi di 
tingkat petani pada tingkat kecam.atan; 

5) Memantau terjadinya eksplosi organisme 
pengganggu tanam.an pada tingkat 
kecamatan; 

SAGNtlATAHlBl.IJIIGA,HitiiJA AKfi«A 
llll.~'rU~IlNl~ 

11 

PU<,AT 

m,IP£NGONOAll 

~j_ ____ t t .:._ ri:.. .. 1 
: : ., .., ' 

_j reA/KB.IAI.AttAH 
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5.----------------- Alur Koordinasi fungsional 

Alur Koordinasi Opemsional 6. 
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b. Bahan laporan bulananan meliputi: 
intensitas dan luas semngan OPT, kebanjiran 
dan kekeringan serta hasil analisis 
perkembangan OPT dan DPI; 

c. Laporan ou.lruuu1 <Hsarupatkan ke Cruruu 
paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya 
dengan tembusan dinas teknis kabupaten 
kota yang membidang:i tanaman pangan. 

3. Pr.nyn!nb Prl1:9.t!hm. d! D.,.,.;K .. J,,.,!!p., 

a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang 
pendampingan dan pengawalan pelaksanaan 
penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentm 
produksi padi. Bentuk laporan bulanan 
Penyufuh PertaniB.n di Desa(kefurahan 
seperti pada Lampb'an 3a daD 3b; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi 
penyusunan RDK/RDKK, penerapan 
teknolDgi spesifik lnkasi, kelembagaan petani, 
kelembagaan ekonomi petani dan petani yang 
mengakses sarana produksi permodalan dan 
informasi pasar, permasalahan yang dihadapi 
dan upaya pemecahan masalah di wilayah 
l<eJjany.o; 

c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai 
Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan 
paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya. 

4. Balai Pe.nyuluha.D Kecamatan 

a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat 
laporan bulanan perkembangan pelaksanaan 
penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh 
pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk 
Iaporan bulanan Ba1ai Penyuluhan 

51 

BABIV 
PU.APORA!I 

IL. Tinglalt Kecamatan 

so 
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I. Kepail< i1P'r{UP'l'lT~ 

a. Kepala UPT/UP'ID Pertanian membuat 
laporan bulanan berdasarkan hasil 
pemantauan perkembangan pelaksanaan 
P2RN rli tingkl!l krrArn;>t(ln. RPnt]Jk iflpnrf!n 
bulanan Kepala UPT /UP'ID seperti pada 
Lampb'an la, lLl, 1.-:l, daJl lb; 

b. Bahan lapomn bulanan meliputi: lokasi, luas 
areal tanam, luas panen, produksi dan 
pn.Klu.KWitas. UHIJ Kd.futui:.Wn SHiarut 

produksi berdasarkan RDK/RDKK ; 

c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat 
selaku penanggujawab program P2BN 
KrrAmMAn p~>ling IAmhAt IAnggAI 1. hniRn 
berikutnya dengan tembusan kepada dinas 
teknis kabupaten/kota yang membidangi 
tanaman pangan . 

2. Petupa POPT 

a. Petugas POPT membuat laporan bulanan 
hasil pengamatan tentang perkembangan 
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan 
bencana alam pada lokasi sentra produksi 
f1Arli Rent11k 1Apnrnn hnhtnRn PPhJgs:~s POfYf 
seperti pada LamplraD 3&. 2al, 2-:l dan 
2.a3; 

Kecamatan seperti pacta LamplraD 4a, 4a.l 
dlm4b; 

b. Bahan laporan bulanan 
pelaksanaan programa 

meliputi: 
penyuluhan 

perr.aru..H.n, pengawaiB.n Uan pendamplhgan 
teknolog:i, penyebaran informasi teknolog:i, 
pengawasan penyuluh pendamping, 
pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rembug, 
forum, temu teknis, temu Japang, demplot 
dan demarea pada sentra produksi padi; 

c. Lapomn bulanan disampaikan ke Camat 
paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya 
dengan tembusan ke Badan Pelaksana 
1'<-<>-Y',J,nhw.J/~W.mbagaan y.ong membidlmgi 
penyuluhan. 

5. ~-b Pn>pam P2Bll Tinglalt 
Kecamatan 

a Laporan hulan.an Camat selaku 
penanggungjawab program P2BN Kecamatan 
dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana 
Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program 
P2BN Kecamatan seperti pada Lampb'an 5; 

b. Bahan Iapomn bulanan Tim Pelaksana 
Kecamatan, meliputi: 

1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas 
panen dan kebutuhan sarana produksi; 

2) intensitas dan luas serangan bama. 
kebanjiran dan kekeringa.n, potensi 
serangan hama penyakit; 
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3) pelaksanaan penyuluhan pertaruan, 
pengawalan dan pendampingan teknologi 
serta realisasi penempan teknologi pada 
lokasi sentra produksi padi. 

c. Laporan bulanan Tim ltlaksana Kecamatan 
disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku 
penanggungjawab program P2BN 
KabupatenfKota paling lambat tanggal 5, 
bulan berilrutnya dengan tembusan Dinas 
Teknis yang membidangi tanaman pangan 
dan Badan Pelaksana 
Penyuluban/Kelembagaan yang membidangi 
penyuluban. 

B. TIDJbt KabupateD/Kob 

1. m.a.. Tebis J1U1a membl4IUJ.Il Taluunllll 
Paqan 

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman 
Pangan membuat lapomn bulanan tentang 
perkembangan pelaksanaan P2BN 
kabupatenfkota berdasarkan laporan kepala 
UPT/UPTD dan CarnaL Bentuk laporan 
bulanan Dinas Teknis yang membidangi 
Tanaman Pangan seperti pada Lampinu> 6a, 
6a.l, 6a.:ol 4all 6b; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas 
areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan 
sarana produksi, instensitas dan luas 
serangan hama dan penyakit serta potensi 
gangguan bencana a1am lainnya; 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab 
P2BN KabupatenfKota paling lambot tanggnl 
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b. Bahan laporan bulanan meliputi: 
pelaksanaan programa penyuluhan, 
pendistribusian materi dan informasi 
penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan 
melalui media cetak dan elektronik, 
pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, 
realisasi pelatihan pemandu lapangan, 
pengawalan, pendampingan dan realisasi 
penerapan teknologi, kelembagaan petani, 
pelaksanaan rembug, forum. temu teknis, 
dan temu tugas; 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab 
P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tangga1 
7 bulan berikutnya dengan tembusan ke 
Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi 
penyuluhan di provinsi. 

4.~wab 
KabupateD/Kota 

a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku 
perumggung ja"lllb program P2BN 
KabupatenfKota dirumuskan, disusun, dan 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim 
Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program 
P2BN Kabupaten/Kota seperti pada 
lamplran 9; 

b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana 
kabupatenfkota meliputi: 

1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen 
dan kebutuhan sarnna produksi, 

55 
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7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada 
dinas teknis provinsi yang membidangi 
tanaman pangan. 

~- Peaelltl PelldampiD& 

a. Peneliti Pendamping membuat lapomn 
bulanan tentang dukungan penelitian daJam 
pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota 
berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. 
Bentuk lapomn bulanan peneliti pendamping 
seperti pada Lampinu> 7a; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi : penerapan 
teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, 
hasil uji adaptasi (display) varietas, 
penggunrum varietas unggul, penyebaran 
bahan publikasi dan umpan baJik 
rekomendasi penerapan teknologi, 
permasalahan dan upaya pemecahannya pada 
lokasi sentra produksi padi di 
l<.abupaten/kota \Lampinu> 7b 4aa 7c). 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab 
P2BN KabupatenfKota paling lambat tanggal 
7, bulan berilrutnya dengan tembusan ke 
BaJai Pengkajian Teknologi Pertanian. 

3. Badan PelabaDa PeDyululuul 

a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat 
lapomn bulanan perkembangan pelaksanaan 
penyuluhan di kabupatenfkota berdasarkan 
laporan Balai Penyuluhan tingkat kecamatan. 
Bentuk laporan bulanan Badan Pelaksana 
ltnyuluhan seperti pada tamplran Sa, Sa.l 
dan Sb; 

instensitas dan luas serangan hama dan 
penyakit serta potensi gangguan bencana 
alam lainnya; 

2) perkembangan penerapan rekomendasi 
teknoiogi, umpan balik, perwasalahan 
dan upaya pemecahannya pada lokasi 
sentra produksi padi di Kabupaten/Kota; 

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
pengawalan dan pendampingan trknologi 
serta realisasi penerapan teknologi pada 
lokasi sentra produksi padi, 

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana 
Kabupaten/Kota disampaikan kepada 
Gubernur selalru penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan 
berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis 
yang membidangi tanaman pangan di tingkat 
provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh. 

c. 'J1Dcbt Pro9lDSi 

56 

1. m.a.. Telmia JIUia membldiUJ.Il Tanaman 
Paqan 

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman 
Pangan membuat laporan bulanan tentang 
perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi 
berrdasarkan laporan Dinas Teknis yang 
membidangi tanaman pangan dan 
BupatifWalikota. Bentuk laporan bulanan 
Dinas Teknis yang membidangi Tanaman 
Pangan seperti pada tamplrua 10., 10..1, 
10..2 4all lOb; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal, 
luas tanam, luas panen, produksi dan 
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produktifitas, kebutuhan sarana produksi, 
dukungan permodalan, intensitas dan luas 
serangan hama dan penyakit serta potensi 
gangguan bencana alam lainnya; 

c. Laporan bulanan disampailam Jrepada 
Gubemur selalru penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tanggalll bulan 
berikutnya dengan tembusan kepada 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 
Kementerian Pertanian. 

~- Ba1ld ~ Telmololl PertaDiaD 

a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
membuat laporan bulanan tentang dukungan 
penelitian da1am pelaksanaan P2BN provinsi 
berdasarkan laporan peneliti pendamping. 
Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian seperti pada Lampinul 
lla; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi 
rekomendasi teknologi, specifik lokasi, 
kalender dan pola tanam, penggunaan 
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap 
perubahan iklim, umpan balik dan 
permasalahan dan upaya pemecahannya 
pada lokasi sentra produksi padi di provinsi 
(Lampinulllb 4aD llc); 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Gubemur selaku penanggung jawao program 
P2BN Provinsi paling lam bat tanggal II bulan 
berikutnya dengan tembusan ke Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Kementerian Pertanian. 

57 

4. PeDfUlU1Ul~Ja-b Propam P2Bll ProviDsl 

a. Laporan bulanan Gubemur selalru 
penanggung jawab program P2BN Provinsi 
dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan 
oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk 
laporan bulanan, perkembangan Program 
P2BN Provinsi seperti pada Lampinul 13; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: 

1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen 
dan kebutuhan sarana produksi, 
instensitas dan luas serangan hama dan 
penyakit serta potensi gangguan bencana 
alam lainnya; 

2) perkemhangan penerapan rekomendasi 
teknologi, umpan balik, permasalahan 
dan upaya pemecahannya pada lokasi 
sentra produksi padi ; 

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, 
pengawalan dan pendampingan teknologi 
rekomendasi pada lokasi sentra produksi 
padi. 

c. Laporan bulanan Gubemur selaku 
penanggung jawab program P2BN Provinsi 
disampaikan kepada Menteri Pertanian paling 
lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan 
tembusan Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan, Badan Litbang, dan Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian. 

59 

58 

3. Bekretariat Baden Koord!nasi 
Pellyuluhan/Kelembapan yanc mem~ 
penyuluhan 

a. Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyu1uhan(Ke1embagaan yang membidangi 
penyuluhan membuat laporan bulanan 
perkembangan pelaksanaan penyuluhan 
berdasarkan laporan Bapeluh/kelembagaan 
yang membidangi penyuluhan di 
kabupatenjkota. Hentuk laporan bulanan 
Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi 
penyuluhan seperti pada Lampinul 1~ 
12a.14all 121>; 

b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran 
programa penyuluhan, penyebaran materi 
dan informasi penyuluhan, pelaksanaan 
penyuluhan melalui media cetak dan 
elektronik, peng!l!okasian tenaga p<'nyuluh, 
realisasi pelatihan pemandu lapanga.n, 
pengawalan, pendampingan dan realisasi 
penerapan teknologi ; 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Gubemur selaku penanggung jawab program 
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 
bulan berikutnya dengan tembusan ke 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian, Kementerian Pertanian. 
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b. Bahan laporan bulanan meliputi 
rekomendasi teknologi, speciflk lokasi, 
kalender dan pola tanam, penggunaan 
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap 
po-mbHhsm iklim, UnpHn bHiik dan 
permasalahan terkait pelaksanaan penelitian 
dalam mendukung P2BN( LampiraD 15b); 

c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Menteri Pertaitian selaku penanggung jawab 
program P'lBN tingkat nasional paling \ambat 
tanggal 15 bulan berikutnya. 

3. BadllD Penyuluhall daD Peqembanpn SDII 
PertaJUa.o 

a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian membuat laporan bulanan 
perkemba.ngan penyelenggllllUlll penyuluhan 
dalam mendulrung P2BN berdasarkan 
lapomn dari BakorluhjKelembagaan yang 
menangaru penyuiuhan. Bentuk iaporan 
bulanan Badan Penyuluhan dan 
Pengemba.ngan SDM Pertanian seperti pada 
Lamplnua 16a, 16a.l daD 16b; 

b. Bahan lapornn bulanan meliputi 
pelaksanaan progmma penyuluhan, 
penyebarluasan materi teknologi penyuluhan, 
peningkatan kompentensi penyuluh, 
pengalokasian tenaga penyuluh. 
kelembagaan penyu!uhan, pemberian insentif 
dan penghargaan kepada penyuluh serta 
perkembangan realisasi anggamn dalam 
mendukung P2BN ; 

61 
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c. Laporan bulanan disampaikan kepada 
Menteri Pertanian selaku penanggung jawab 
program P2BN tingka.t nasional paling lambat 
tanggall5 bulan berikutnya. 

4. Pelapoi'IU1 J>rocra1u P2B1II Waslonal 

a. Lapomn bulanan Menteri Pertaitian selalru 
penanggung jawab program P2BN tingkat 
nasional dirumusl<.an, disusun, dan 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim 
Pengendali Pusat Bentuk laporan bulanan 
Badan Penyuluhan dan Pengemba.ngan SDM 
P'ertanian seperti pada Lamplnua 1 T; 

b. Berdasarkan laporan Tim Pengendali Pusat, 
Menteri Pertaitian menyampaikan laporan 
bulanan perkemba.ngan pelaksanaan P2BN 
kepada P'residen; 

c. Bahan 1aporan bulanan meliputi 
perkemba.ngan pelaksanaan P2BN secam 
nasional; 

d. Lapomn bulanan Menteri Pertanian 
disampaikan kepada P'residen paling lambat 
tanggal 17 bulan berikutnya dengan 
tembusan Wakil P'residen RI dan Menteri 
Koordinator Perekonomian. 

BABV 
PElro117P 

Mrk:anismt- dan Tala Hubu.ng;m Ktrja .Wi dibuat untuk 
menjadi acuan dan dilaksanakan oleh kelembagaan 
teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta 
kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, pmvinsi, 
katmpatenjkota, dan kecamatan yang terkait dalam 
mendukung program P2BN. 

De~ terbit:nva acuan ini dibarapkan teiWUjudnya 
mekanisme dan tata hubungan kelja yang harmonis 
melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan 
pelaksanaan antar kelembagaan teknis, kelembagaan 
penelitian dan k<'lembagrum penyuluhan serta 
kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan 
Program P2BN. 

Agar Mekanisme dan Tata Hubungan Kelja ini dapat 
di.l.aksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing 
wilayah pada lokasi sentra produksi padi perlu dijabarkan 
dalam b<'ntuk P'etunjuk P'elaksanaan ol<"h Gub<'rnur dan 
Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota 

Menteri P'ertanian, 

SUSWONO 

64 
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I 

BUPATINUNUKAN 
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 

NOMOR 188.45/ e.,, I :n /2012 

TENTANG 

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT 
KABUPATEN DAN TINGKAT KECA1r1ATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 

Menimbang 

tv1engingat 

a. 

BUPATI NUNUKAN, 

bahwa dalam rangka rncncapa1 
pcmcrintahan rnenetapkan Program 
Beras Nasional (P2BN); 

swasembada bcras, 
Pcningkatan Produksi 

b. bahwa dalarn pelaksarFlZl~H1 Program Peningkatan Produkst 
Der·as Nasional (P2BN) dipcrluk;m koordinasi yang kuat dan 
bcrkcsinambungan di bcrbZl~'.<li unit ker·Ja/instansi eli tingk0t 
Kabupatcn hingga tingkat Desd; 

c bahwa berciasarkan pcrtlfnhangcul sebagcumana dimaksud 
pada huruf a clan hur-uf h, pcrlu rncnctapkan Keputu:an 
Bupati tcntang Tim PclaksonC~ Peningkatan Produksi Bcras 
Nasional Tingkat Kobupdtcn cLu1 Tingkat ~:ccamata.n Sc­
Kabupatcn Nunukan Tahu11 /\nr,g:;ran :2012. 

Undang-Uncl<.1ng NomrJr 1 _l '!>hun 1 °'J2 tccllang Sistcm 
I3uclldaya Tan<ill1cln(Lcmb:lr:trl Ncg.trCl T<c1hun 1 C)92 Nornor· "H-), 
Tamlxd1an Lernb:uan Ncg:t:.: l~umu: 3'l7ES), 

') Undang-Undang Nomor 1 T:1hun 1 CJCJ6 ten rang pangan 
(Lembaran Negare1 l~epu1Jl1k l nc!ones!a Tahun 1996 Nornor 99. 
Tambahan Lembaran Negara r,:epubltk lndoncs1a 3656); 

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistcm 
Pcn_yuluhan Pcrt<tnian, Pcr1k~tnan dan f<chutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor CJ/, T;lrnb:thCln Lcrnbaran Negara 
Nomor 4660); 

4. Undang- Undang Nornor 4 7 Tahur1 l 999 ten tang Pernbentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mal1nau, Kabupaten Kuta.i 
Barat, Kabupaten Kuta1 Timur chn Kotcl Bontang (Tambahan 
Lembaran Negara Republik lnclones10 Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negare1 F~epublik Indones1a Nomor 3896) 
sebagairnana telah d1ubah dcngan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tcntang Perubahan .'\las Und:1.ng-Undang Nomor 
4 7 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 74, Tambahe1n Lembaran Ncgara Republtk 
Indonesia Nomor 3962); 

• 
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tvlunpcrhd t 1 k~1 n 

,~) Unci8r1g-Unclang NornrJr 3) T:dnu1 20CJrl tcntztng Perncrintahan 

Dacrah (Lernbaran Negara i~cpubltk Indonesia Tahun 2004 
Nomen 125, T~1mb~1han Lcmb:1ran Ncgara Republik lndoncsta 
Nomor 4437), scbagatmana tclah beberapa kali diubah, 
terakhtr dengan Undang- Undzmg Nomor 12 Tahun 2008 
tcntang Pcrubahan I<edua .'\Lts LJndang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 (Lembaran NcgilrC\ Rcpublik Indonesta Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndones1a Nomor 48<H); 

b. U nchng- Undang Nomor 12 Tah un 20 1 1 ten tang Pembentukan 
PcraturC\n Pcrundang-undang:ln (Lembaran Negara Repub1ik 
lncionesta Tahun 2011 Nomen (J,2, Tambahan Lcmbaran 
Ncgarzt I<cpubitk Indonesia Nomor S234); 

7 Peraturan Perncrtntz\h Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagtan lJrusan PemcrtrH:dlcln antara Pcmcrintah, 
l)cmcnntah;tn DctCr8h Propir1s1 clccm Pcmerintahan Daerah 
l(abupzncnll(ot;t (Lcmbaran Ncg;-tr~~ Rerublik Indonesia Tahun 
'2007 Nomen 82, T<1rllb<lflc1r1 l,crnbaran Ncgara Rcpublik 
1 n cl on c: s 1 :r Nom or 4 7 ,) 7); 

PtT<l t u r:u1 1), tc r:1 h I\ a bu p;t ter1 ,'\ ur1 u k0 n Nomen 04 Tet hun 
20()CJ lt,nt:trl~ PDkok Pok()l: l<cu:t :1c;, 111 Dacrc1h (Lernbar<1n 
l)c~t'I<th l(,tbup:ttc'n r\Jurnd-:;ti\ T:1hllr1 2CJOCJ Nornor 04 Scri A 
Nornur \)<l), 

LJ h:rdtur:Jn D:t(Ti!lr l(cd)lrp:Jtcrl ;\'urlukan Nomor~ 31 Tahun 
)()I l tcnt:1r1g f11H~g:tr:u1 Pcr1cl:!piil<Itl cbn fkl:lnJa Dacrah 
k<~lJup;;tcn Nunukan TiihUtt t\tH~.r~<lrdn 2012 (Lcmlx1ran 
D:tc:e1h l(:lbup:trcrl Nur1ukcu1 T:d1urr )() 1 I Nornor ,) 1) 

·r r !\o111or 1 J Tah un 2006 
tt:ntang l'cclumiln f)cngelola~1r1 1\cL;ang;J n Daerah scbagaimana 
tclah bcbcrapa J.-:alt cltubah lcrakhir ciengar1 Peraturan Mentcri 
D;_liarn Ncgcrt Nomor 21 Tahun '20 ll ten tang Pcrubahan 
Kcclua Atas Pcr:tturan Mcntcrt Dale1m Ncgcri Nomor 13 Tahun 
~1006, 

2 Peraturan Bup;.lti Kabup0tcn Nunukan Nornor 02 Tahun 2011 
tentang PcnJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
D~1erc;h l<abupe1tcn Nunukan Tahun Angaran 2012; 

3. Kc pu tusan Men tcri Fe rtzt n 1 c111 Nom or 12 79 I Kpls I 
OT.l60/3/2Ull tentang Pembcntukan Tim Pemantauan Dan 
Pembtnaan, Pclaksanaan Pcningkatan Produksi Beras 
1\astonal, 

4 Keputusan Bupatt Nunukan Nomor 1236 Tahun 2011 tentang 
Standar Satuan Harga Bara ng/ Jasa dan Belanja Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, 

~- Dokurnen Pelaksanaan :\nggaran (DPA) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Dinas Penanian Tanaman Pangan dan 
Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 
2 0L2,0]0Jl6~15 Tanggal 1 Januan 2012 
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KEEMPAT 

f..: EEN i\ 1\1 

MEMUTUSKAN 

f\kmbentuk Ttm Pcla.ksana PeningkaLJ.n Procluk~3J F3cras Nas10nal 
(P.21Ji\!) ttngk<:H h:ctbupatcn dan Ltngkat l(ccznnatan Tzthun 
:'\n~gar~•n 20 1) dcngan susunan person!) sebagaimana 
ter-cantum c!aL1rn Larnp1ran I dan Larnpiran If Keputusan int, 

Ttnl P2BN scbagc:urnan2 dtrnZ~ksuci dalam Dtktum KESATU 
mernpunvat tugas clcngan ur<:uan selcngkapnva sebagaimana 
tcrcanturn cizll<:lfn Lampiran If! Kcputusan in1; 

Ttm P28N dalzun rnclaksan2kan tugasn.::.·a, scbagaimana 
dtrnaksud dabm Dikturn KEDUA diberikan honorc:11ium dcngan 
JUmlah besaran sebagatmana tercanturn cialarn l"Zlmptran I dan 
Lamptran II Keputusan ini; 

Tim P2BN dalzun rnclaksartakEln tugasnyz1, scbagatmC\na 
dunaksud da!arn Dikturn KEDUA wajib menyampz1ikan laporan 
alas pelaksanaan tugasnya dan bcrtang6'l.Jllg JZlwab kepa.da 
Bupatr 1\:abupatcn Nunukan; 

Scg:da biaya y:tng tirnbul akibat c!itetapkanny:1 l(cputusan ini 
dtbcb;inkan fX1Chl Anggaran Pcndapatc\n cicln I3clanja Dacrah 
T;d1un /\nggar;1n 2012, I<egJaU1n Pcngernbang;m lntcnsifikasi 
Tetn;\nwn Padt cian Palawrja Tahun 1'\nggar<1r1 2012, kodc 
rckcmng:.? () 1 :.? () 1.0 l. H5. I 5, 

!(t·putus;ln rnt mula1 berlak~1 pacla tangg;ll ciitcUtpl·:d>l 

Ter71bu san d i sa__~ a ( kar:t ~ Cf'(lE_Q_'(_t}l~ 
l Kep;c\la Dtnc1S Pen<'lniCln Tanaman Panr,an Provmsi Ka!:irn 
2 Kepala E3i\PPEDA Kzthupzltcn Nunukan 

3 l<epala lnspektor<Jt K;.;hupaten Nunukzu1 

4 Kep;cdc: DPf)KAD Kabup<tten Nunukzm 

5 KCji<:lli1 8::~c!z1n Pc:n,-ulull IO:abttp<'!ten Nu,lukztll 

6 Cam;.Jt \Vili1)all Kecam<~tan sckabupaten ~~unukan 
7 Kcpala UPTD Balat Penvuluhan Pertametn Pcrikanan clun KchutanCJ.n sekabupat~n Nunukan 
8. Kcpal<:l liadan Pusat StZ't!sttk Kabupaten Nunukan 

9. Kepala Disperindagkor dan UKM Kabu [)<'~ten Nunukan 
10. Kepala. 8agia.n [konomJ Setk<~b Nunuka.n 

ll. Kepala 8idang Pengelolaan Lahan dan .'\1r 

12. Peneliti Pendamping pada BPTP 

13 Kontak Tani Nelayan /lndalan (KTNA) KC~bupaten Nunukan 
lq Lembaga Swadaya ivlac"·arakat 
IS .. '\ssip 
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f·Yf'UTU:::..'\f~ f:3LJ 1'-\TI ~< l \ u..:.\\ 
NU,\1Clf;: l8.S :JCC,/ ~''/Xi /?01) 
TENT/\NC; 

Tl ~1 !'[~ U\ 1\S.'\ !'U\ PCN I NG 1\.i\ T.t\ N 
PIWDU!\SI [iCRAS N!\SION."\L T!NGI\AT 
1\ABUPATCN DAN TINGIC\T 
!\.EC\tv1.t\TM-J SE-1\.;\BUI'.-\TEN 
NUNUK;\N L\HUN :\NCC:iR\N 2012 

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKA TAN PROOUKSI BERAS NASIONAL 

TINGKAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 

~-~r-----~-- --J-A;~-T_A_N-IN-S-TA_N_S_I ----~----~-- ----- JABATAN TIM HONORARIUM T~~ 
PER KEGIATAN 
----

4 c 
J 

Rp 1 000 000 
~- / 2 -----~----~3 _____ ~~-~~~~+---1 

1 Bupatr V L --f-P_e_na_r"'lg._,g_u_ng"--'-Ja_l'_la_b--t--:::'-----::-::-::-~:-t----1 
Rp 800.000 

Rp 750.000 

1~ Asrsten II Set Kab Nunukan I/ / Koordrnator 

3 Kepala Ornas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Y Ketua 

4 Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura -.../ Sekretarrs Rp 675.000 

Rp 450 000 

Rp 450 000 

5 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Oaerah v Anggota 
-------~~--~~~~--~ 

1 6 Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air ·--/ Anggota 

Rp 450 000 
-------~~--~~~~--~ 7 Penel1ti Pendamping pada BPTP \/ Anggoln 

--~ 

Rp 450.000 i 8 Kepala Badan Pusat Statrstik Kab Nunukan v Anggota 

Rp 450.000 

Rp 450.000 
r-

Rp 450 000 

Rp 450.000 

k9 Kepa:a D1sperindagkop dan UKM Kab. Nunukan I/ __ _0nggotJ ______ _ 

i 10 Kepala Bagian Ekonomi Set Kab Nunu'r,an Anggota 
----------- ----~-------

1 11 Kontak Tan1 Nelayan Andalan (KTNA) Kab Nunukan Anggota 

i12 ILerntJ_~a Swadaya Masyarakat PanJi_ku ____ ~- _ --A~ggot,~.:..' =-~----_--__ _L-___c:_ ______ _L_ _ _.J 
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1 

LAMPJ!\AN ll 
h:EPUTUSAN fJUPATl NUNUKAN 
NOMOI;; lRS 4:=l/ I /2012 
TENTANG 
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI 
RSRAS NAS/ONAL T!NGKAT KA.BUPATE;N Dt\ 

TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN 
NUNUJ(AN TAHUN ANGGARAN 2012 

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKA TAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) 
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 

-----,--
HONORARIUM 

JABATAN INSTANSI JABATAN TIM 
1x KEGIATAN 

KE 

2 J 4 5 

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN NUNUKAN 

1 Camat Nunuka:1 v- Penanggung jawab Rp 750.000 

2 
Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertan1an Perikanan dan Kehutanan 

Ketua Rp 600.000 
i(BP3K) Kecamal.an t~unukan v 

3 
Sekretaris UPT Balai Penyuluhan Pertaniaf) Perikanan dan Kehutanan 

Sekre1aris Rp 500.000 
!(BP3K) Kecamatan Nunukan / : 

4 Koordinator Penyulur1 Pertanian di T1ngkat Kecamatarl 
·~ Jl.nggota Rp 300.000 

5 Kepala Desa Binusan Anggota Rp 300.000 
6 Penyuluh Perianian di desa Binusan . Anggo\a Rp 300.000 
7 Penyuluh Pertanian di desa Binusan 1/ "-----·-----

Anggota Rp 300.000 

-~-----~-~---------------------·-- ---------
TIM PELAKSANA PENINGKA TAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKA T KECAMATAN NUNUKA.N SELAT AN 

1 Camat Nunukan Selatan 
( __ 

Penanggung Jawab Rp 750 000 
-~--------~ 

2 Koordina\or Pen'ju\uh Pel\ar1ian l<e~ama',<m H\jfl\.l~cm Se\(l',;:m Anggo\a Rp 300.000 
3 Petugas Peng2ndali Organisme Pengganggu Turnbuhan t'lnggota Rp 300.000 
4 Lurah TanJung Harapan '.· Ar~gota Rp 300.000 
5 Penyuluh Pertanian di Kelurahan T anJung Harapan Anggo\a Rp 300 000 
6 Lurah Mansapa ,__/ Anggota Rp 300.000 
7 Penyu!uh Pertania11 di l<elurahar~ M211sapa ,_ Anggo\a Rp 300.000 -

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSIBERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK 
1 Camat Sebatik Penanggungjawab Rp 750.000 
2 Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sebatik Sekretaris Rp 500.000 
3 Koordinator Penyuluh Pertanian KOC<lmatar~ Sebatil< A11ggo\a Rp 300.000 
4 Kepala Desa Sei Manurung Anggota Rp 300.000 
5 Penyuluh Pertanian di Kelurahan Sei Manurung Anggota Rp 300.000 
6 Kepala Desa Balansiku Anggota Rp 300.000 
7 Penyuluh Pertanian d1 Kelurahan Balansiku Anggota Rp 300.000 
8 Kepala Des a T an1ung K.arang Anggot,a Rp 300 000 

9 Penyuluh Pertanian di Kelurahan T anJung Karang Anggota Rp 300.000 

1 
T 
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r ------
JABA TAN INST ANSI__ . _ _:~.J ~J~BA TAN TIM 

~·--

NO 
HONORARIUM 

KET 
1x KEGIATAN 

~ 

1 2 - ------------- 3 4 5 
TIM PELAKSANA PENINGKAT AN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK TIMUR 

1 Carnal Sebatik Tirnur Penanggung Jawab Rp 750 000 ---------------

2 Koordinator Penyuluh Pertanian Kecarnatan Sebatik Tirnur Anggota Rp 300.000 
3 Kepala Des a T anjung Aru Anggota Rp 300.000 
4 Penyuluh Pertanian di Des a Tan tung Aru Anggoto Rp 300.000 

5 Kepala Desa Bukit Aru lndah Anggota Rp 300 000 
-6 Penyuluh Pertanian di Desa Buk1t Aru lndah Anggota Rp 300 000 
7 Kepala Desa TanJung Harapan Anggota Rp 300 000 

9 Kepala Desa Sei Nyarnuk Anggota Rp 300 000 
10 Penyuluh Pertanian d1 Desa Se1 Nyamuk Anggota Rp 300.000 

I 
i 

_TIM PELAKSANA PENINGKA TAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKA T KECAMAT AN SEBATIK UT ARA 

1 Carnat Sebatik Utara Penanggung jawab Rp 750 000 

! 
2 Kepala Desa Seberang Anggota Rp 300.000 
3 Penyuiuh Pertanian di Desa Seberang Anggota Rp 300.000 
4 Kepala Desa Lapri Anggota Rp 300 000 
5 Penyuluh Pertanian d1 Desa Lapri Anggota Rp 300 000 

' 6 Kepala Desa Sei Pancang Anggota Rp 300 000 

i 
1-,TJM PELAKSANA PENJNGKA TAN PRODUKSJ BERAS NASJONAL (P2BN) TJNGKA T KECAMAT AN SEBA TJK TENGAH 
I 

1 Carnal Sebatik T engah Penanggung jawab Rp 750 000 
2 Koordinator Penyuluh Pertarmn Kecamatan Sebatik T engar1 Anggota Rp 300.000 

: 3 Kepala Desa Bukit Harapan Anggota Rp 300 000 ---- --
i 4 Penyuluh Pertan1an d1 Desa Buk1t Harapan Anggota Rp 300 000 

--

' :TIM PELAKSANA PENINGKAT AN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK BARAT ;...- ------·--·--
! 1 Carnal Sebat1k Barat PenanggungJawab Rp 750 000 -------

' 2 Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebat1k Barat Ketua Rp GOO 000 
3 Koord1nator Penyuluh Pertan1an Kecamatan Sebatik Barat Anggota Rp 300 000 
4 Kepala Desa Bambangan Anggota Rp 300 000 
5 Penyuluh Pertan1an di Desa Barnbangan Anggota 

-·--

Rp 300.000 
5 Kepala Desa Liang Bunyu Anggota Rp 300.000 
7 Kepala Desa Binalawan Anggota Rp 300 000 
8 Penyuluh Pertanian di Desa Binalawan Anggota Rp 300 000 
9 Kepala Desa Setabu Anggota Rp 300 000 

'10 Penyuluh Pertanian di Desa Setabu Anggota Rp 300 000 
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~-------J~A-BA_T~A_N_I_N_ST_A_N_S_I____ ;t~A~TAN TIM HONORARIUM KET _ 1x KEGIATAN 

Carnal Seimenggaris Penanggungjawab Rp 750.000 
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Seimenggaris Anggota Rp 300.000 
Kepala Desa Skaduyan'taka Anggota Rp 300.000 
Penyu/uh Pertanian di Desa Skaduyan'taka Anggota Rp 300000 
Kepala Desa Semaja Samaenre Anggota Rp 300 000 
Penyuluh Pertanian di Desa Semaja Samaenre Anggota Rp 300000 
Kepala Desa Sri Nanti Anggota Rp 300.000 
Penyuluh Pertanian di Desa Sri Nanti Anggota Rp 300.000 
Kepala Desa Tabur Lestari Anggota Rp 300.000 
Penyuluh Pertanian di Desa T a bur Lestari Anggota Rp 300.000 

PELAKSANA PENINGKA TAN PROOUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKA T KECAMA TAN SEBUKU 

. Camat Sebuku Penanggungjawab Rp 750.000 

. Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebuku Ketua Rp 600.000 
i Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sebuku Sekretaris Rp 500.000 
; Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebuku Anggota Rp 300.000 
, Kepala Desa Pembeliangan Aflggota Rp 300.000 
Penyuluh Pertanian di Desa Pembeliangan Anggota Rp 300.000 
Kepala Desa Kunyit Anggota Rp 300.000 
Penyuluh Pertanian di Desa Kunyit Anggota Rp 300 000 

' ~ 
"PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKS/ BERAS NAS/ONAL (P2BN) T/NGKAT KECAMATAN TUL/N ONSOI 
Camat Tulin Onsoi ·~ Penanggungjawab Rp 750.000 
Kepala Desa Makmur Anqgota Rp 300 000 

. ·-
Penyuluh Pcrtanian di Desa Makmur Anggota Rp 300.000 

·-----··~ 

; 

!PELAKSANA PENINGKA TAN PRODUKS/ BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMA TAN SEMBAKUNG 
I ·--

i Camat Sembakuno Pcna>~ggungJawab Rp 750 000 I Kepala UPT BP3K~ Kecamalan Sembakung Ketua Rp 600 000 
1 Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sembakung Sekretaris Rp 500 000 
l Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sembakung Anggota Rp 300 000 
Kepala Desa Atap Anggota Rp 300 000 
Kepala Desa PlaJU Anggota Rp 300 000 
l Penyuluh Pertanian d1 Desa Pla;u Anggota Rp 300.000 

·~ 

1 Kepala Des a Lubakan Anggota Rp 300 000 
Penyuluh Pertanian d1 Desa Lubakan Anggota Rp 300 000 

; Kepala Des a T epian Anggota Rp 300 000 
! Penyuluh Pertanian d1 Des a T epian Anggota Rp 300 000 
. Kepala Des a T agul Anggota Rp 300 000 
Penyuluh Pertanian di Des a T agul Anggota Rp 300 000 
KepaJa Desa Manuk Bungkul Anggota Rp 300 000 
Penyuluh Pertanian di Desa Manuk Bungkul Anggota Rp 300 000 

I 

I 
T 
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T JABATAN I~T~;s,-- ~- -- ~ JABATAN TIM ~~~~:~~~ ~~-
d= 2 3 4 5 
IM PELAKSANA PENINGKAT AN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKA T KECAMAT AN KRA YAN SELAT AN 

1 Camat Krayan Selatan Penanggung jawab Rp 750.000 
2 Koordmator Penyuluh Per1anian Kecamatan Krayan Selatan Anggota Rp 300.000 
3 Petugas Pengendali Organisme Pengganggu T umbuhan Anggota Rp 300.000 
4 Kepala Oesa Long Rungan Anggota Rp 300.000 
5 Penyuluh Per1anian d1 Oesa Long Rungan Anggota Rp 300.000 
-
IM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKA T KECAMA TAN LUMBIS OGONG 
1 Camat Lumbis Ogong Penanggung jawab Rp 750.000 
2 Kepala Desa Panas Anggota Rp 300.000 
3 Penyuluh Per1anian di Desa Panas Anggota Rp 300.000 
4 Kepala Desa Tau Lumbis Anggota Rp 300.000 
5 Penyuluh Pertanian di Desa Tau Lumbis Anggota Rp 300 000 
5 Kepala Oesa Ubol Anggota Rp 300.000 
7 Penyuluh Pertan1an d1 Oesa Ubol Anggota Rp 300.000 

-·~··---~----- '-'~;. ........ ~ ...... · 
~ ~ . .. :.~;.,_' ~· ~ ~ -~ ~ -
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U\ :Vl P 11;::/\ N Ill 

f<I;-;PUTUS:\1\' f3Ufl/\TI 
NOMOI\ lSR:JS/ e'' 
Tt.:NTANl~ 

f\ U f'l U Kr'\N 
n /2\J 1..2 

Tlf'd PEL!\l(S:\NA PENINGKJ\TAN PF~ODUKSI 
BERAS NASIONAL TINGKAT 10\BUPATEN 0/\N 
TlNGKAT KECMvlATAN SE-KABUPATEN 
NUNUKAN T!\HUN !\NCGARAN 2012 

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGMTAN PRODUKSIBERAS NASIONAL (P28N) TINGKAT KECAMATAN 

Tim Pelaksana P2mJ Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama : 
1 t·/.elaksanakan pentngkatan produksi pad1 l1ngkat Kecamatan sesua1 dengan target dan rencana 1<-efja yang di 

letapkan. 
2 Menerapkan rckomendas1 teknolog1 spesM, lokas1. 
3 r,1elaksankan programa penyuluhan trngkat kecamatan 
4 Mengr.oordrnasrkan pemafaatan prasilrana dan sa.rana yang ada secara efektif dan efes1er1 t1ngf:at kecamatan. 

Dalam menyelanggaran tugas utarnanya sebag31man tersebut diatas. T1m Pelaksana P2BN T1ngkat Kecamatan di 
bantu oleh Sekretariat. yang berkedudukan dr Bala1/Kantor yang memb1dang1 penyuluhan pertanian Sususnan 
keanggotaar1 dalam SekretanatT1m Pelaksana P2Gr·J Trngkat Kecarnatan. terdir1 dari 

Secara nnc1an tugas mas1ng rnasing unrt ke~a dalJIT1 Trm Pelaksana P2Bt~ Tingkat Kecamatan. sebagar berikut • 
1 Kepala UPTO/UPT Pertanian. mempunya1 tugas 

a Menetapr.ar1 sJsaran arealluas tanCJrn , 
b Mengkornpilasi usulan RDK dan RDKK darr kelornpok tanr , 
C t/1engkoordlnJSikanpengawJsan peredaran benih, pupuk, pOSIISida dan 81Srntan di tingkat kecarnatan, 
d MenggC>rak~.;cm f:egratan penanaman pad1 pJdJ lokasi sentra produks1 pd1 d1 trngkat kecamatan . 
e ~.1eng~lrtung luas areal panen pad1 , 

Mendarnprfl(Ji r-.tintrl StatiS[I dalam pengrlltungzJn l1asrl peme~tar 

2 Balai Penyuluhan/Koordinasi Penyuluh Tingkat Kecarnatan. mempurryar tugas 
a lv1ererlcana~Clrl kegratan pendamprng:1:1 penerClpan teknolog1 spesiftk lokasr dan penerapJn kCllender pola 

tanam . 
b t,1enyusun prJCJUma per1ylu~ran per1~1111~1n untuk rnendukung pencJpJiC\11 t:~rget produks1 pad1 yang Ielah 

d1terapv.an olC'h 01nas Teknrs ya:1q rw·rnbi'J3WJr T~nJmi1n Pange1r1. 
c ~·J1enyet)arlu:Jskon irlfornldSI t•2knoi,Jgt sp'-.::s~r~~ 1Jkas1 yr1n9 (}lrcr:ornefld(1SikcL'l ol~r1 pf3rl;>lil1 rv;;"vjz:mping kcpad2 

petper,danrpirr:Jrlr p,:rdil SE'irtra proouksr [JC!':lr . 
d kh;ng:mJSr pr':lyuluh p':'n,j=Jnwr:l'J pi1dJ sentrJ produf:s1 p.~':r. 
e t.r1cnfCdlo~:an dan tnkJr:nJ',: ayrtbtsn1s d1 tl~iJk:lt ~ccJ;J~ri\3~1 

r.1clil~ SClna~ ?.:1 s:stem I L;'d\U) daiarn I angle il f ap:;srtas penyulut1 oan 
petan1, 

g MeiJ~.san'r,c;~, Dern;Jl:Jt. D·~rTiiircil d:m 9_ -'·TT sebagar ur1r! pe:mtJelaprcln petar1r dcllilrn ranr:Ji'a pcnrngr.atan 
produksr pa1Jr 

h Melaksana¥.an brurn pc>nyu!uhan trngka' dcsz; dan ten1u lapang antara pctClnl, penyulu11. penelrti pendarnprng 
d1 tingkat kecarnatan 

3 Petugas OPT, mernpunyai tugas 
a Merencakan. menyiapkan, melaksanakan, mengembangan. mengevaluasi, membrmbing melaporkan, 

meng2mat1, menganalisrs, meramalkan dan mengendalrkan organisme pengganggu \umbuhan serta 
melar,ukan penga'.vasan peredaran d2n penggunaan pupuk serta pesl!Sida. 

b Perenc:2naan. peny1apan da11 pelilksan;Jan pcngarnatan sera,,gan organrsme pengganggu tumbuhan dan 
darnpak perubahan 1klrm. 

c Perencanaan, penyrapan dan pelaksanii3n pcngendai1an/ penanggulangan organisme penggangu turnbuhan 
dan dampak perubahan iklim: 

d Anal1sis dan evaluasi perkembangan serangan organrsr:~e penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim: 
e 8imbingan dan pendamprngan dalam p-~ngendal!an/ penaggulangan organisme penggangu tumbuhan dan 

dampak perubahan 1klrm. 
f. Pendamp1ngan penuyusunan RKD/RDKK d1tingkat ~.elompol'. t2ni ((.hususnya yang bertlubungan dengan 

organ1srne pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan 1klim), 
g Pengaw2san re~omendasr penggunaan pupuk dan pest1sida di trngkat petan1. 
h Pelaporan hasil pengamatan serang2n organ1sme pengganggu tumbuhan dan dampak perubaha:-t i(.lim dan 

hasil monitonng peredaran dan penggangu pupuk dan pestisida 

4 Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas 
a t·Mmfasilitas1 pelaksanaan musyawarah!rernbug desa antara penyuluh. petani, kepala UPT/UPTD Pertanian 

Kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK!ROKK di t1ngkat desa/ kelurahan: . . . 
b. Mengerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan mgas1 

usahatani (JITUT) serta pengaturan Jadwal pembag1an dan pergiliran penggunaan air irigasi di tiingkat 
desa/kelurahan: 
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f\·1t~nggcra~.kan rr1a'2:1yar J~.a~1 U:"::'Jd ~,:J!.J"'i 
ivlernfJS:ir10St [X'nurnhutnr• , 

Penyuluh PertJniJn di ting~at desJ 1 
UCjJS 

,, ~\·1endamprn91 petanl daiJm penyusuna:, dar> py: e 

ll HembrmtJrn9 pem~rapan teknuloqr sp-•c;,~,, lof::1sr sesu0· ::"" l1", :·, ·, _o~ 1 ::,-,,, us ru;,1, 1 
,_ ~:1ernfasdtas! pe-tan! da!arn mcnga~,s~s ;,,~rana pro·ju~.s· ~!~~rr~'··=>JJ!::J~i ~ 2 :·1 ;n~crn12 .3 : ~.=::;J; 
d ~v1emben urnpan ba!tk p2nerJ;JJil tc-~· S;JCS!ftk lo~ 2s: y0~·J . iJS~l:ll ur:tu~. CiS3lur:.r.J~ f:C:~2j3 

psnell11 pcndornpillQ , 

e Mela~sanaf',an rembug posluhdes claiJnl rangka rnenye:,sJr~iln :-J9rrnasa!JhaG yang d1 haclapr petan, pada 
lokJSI sen~ra produks1 padr, 

Mernfasil1las, para petan1 untuk IIICn'JIIIL!uh'r.emiJangf.c::l ~ ;lPI'Jnr d<:> ~ c::":'>';;;,~a?n f').)n·)G11 
petan1 

g Melaporkan perkembangan luas latun iuas panen, pr::Jduks: rj?~1 prc;~ri'•i:'::as \30:'!112'' ~-3 ]?1 f:epad;:;IJ?Ii) 
BaJa: Penyuluhan PerliJr11cH1 Perrkana:1 dan Kehutanan · 

URAIAN TUGAS DARI PIHAK-PIHAK TERKAIT 

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan, mempur1yill Tuge1s 
a Merencanar,an dan mene\Jpkiin \Cl'get produksr pad1 t:ngf'.ZJt KiibUp3\en'r.ota 

2. 

b Menetapf',an kebutuhan sarana produksr untuk rnencapJ: targC't produks1 030 ,' f;ab·J;:a:en/Kota 
c Meng,dent:f1kas1kan dan menetapkan sen\ra produf-s: pad1 llerdasa1r ai, luas 3 re::l "J~s t;mam. dan hJ?.3 

panen , 
d Menerapkan rekomendas1 tN.nolog1 spes,frk lokas: . 
e Menerapkan opt1mal:sClst lahgan dan melaksanakan percetakan Sil\'lah 
f Membangun dan memellhara J31111QJh lllgas: (JIT UTI JIOE S1T AMI,, em bung rJan pornpan1SilSI scr1a 

men1ngf',atkan peranan Perkurnpulan Petan1 PemakJr >\1r (P3!\) unluk rnen:ngr.a\kan 10,jc:;rs ~e:tan?.rnan (IP) 
pad1. 

g Memlasili\ClSI penyed1aan ben:h., pupu>, organ1k diln anorgan1k bersubs1cJ 1 ser\a p~·st,s:ria S"'SU31 pnns:p 6 
tepai(Waklu .tempat,Jurnlah,dos:s,hargil. f:ual:tas) , 

h. Merencanakan pengalokasian penernpatan petugas POTP dan pengaw 2 san rnutu tJentir ,, 2 j< lokas1 sentra 
produks1 pad1 . 
Fas:l:tas1 al\sebihtas suber permodalan dc;!rn rangka mendu<.ung pen1ng~.Jtan f'HJ·iu~< 
Meny1apkan \<ebutuhan anggarctn ur1tu~ mc;ndu\.ung pror.J-J'<s: ;Jild: 

Penel1ti Pendamping dari BPTP, mempur>;;1, lug.Js 

a Meranc2ng dan rnenyedrakan benil1 untuk d:splay cJ:m u:1 adaptas: '.ar1etas scr:: 
penggunaan varietas unggul spes1fi~: lof:ilSI , 

b 
( 

(j 

e 

Menga-.·;a! Penerapan teknolog1 spes:fl(, lokasr dan pcner2>Ja:1 f:alend·~r 0:Jia tJ'li::n 
Menpd: n2rasumber pela\Itnn pemand'J lapan•?Jn SL - P TT, 
Menyebar~.an publ1kas1, bahan ce\akan Ibn elrr.lrontk unlur. bcJhan 
tv1enaident,fikas:kan masalar, dan merneJer1>,,::n saran 

~ teknobo1 te:rnt qun0 rn"!Jiu: S.id<ln Penyulu::· 
rt:nyu1'_j~iJ:I d! - S•?b~;lY bJ~r3:'1 nv:1ten \)f?;IL;iuhall pc(t?Hll,~:--; 

8ad0r1 Pcl3kSJIIJ Penyuluh 
a 1-.\enyusu:, program a penyuiui',an. 'l<ota unlu'. 

telt=lh dlt~tJ~J~,an o!eh 01ne1s Tf:r(,?.lt ye1:'10 memb1dangt Tnnar:1n 
rAerlyusf1 rnaten pcnyu:ut-,J,CJ dar1 n>c;;ye:nrluJsf.an 

c 
Gdl~u P\;il\1'-''l'an Teknologt PeitJn,,m 
r-.1enyusur1 pcngalokaSI'l!1 p:;nug0san [F.'I1'ju:u:, per13f113r1 tJ::rciasar(,an la~:as: SL - PTT dan SC:Jtra produkst 
pad1, 

d 
e 

g 

Mclaksanal.an penyuluhan rnelalu: medrJ cetJr, dan mcd1a elef,tron:k, 
~1enrngf:atr. 3 n ~-apasilas dan f;:neqa penyuluh melalut pelat1t1an d1 BPP da1 2 rn rangka 
pad1 , 

produ'.si 

Menetapr.a.1 lokas1 Dernpioi Der1frarn dan Dem:HeJ sr:ta SL PTT berdasznf:an us ulan BPP [3D3L. 
r-,1erencakiln dan mele~ksane1kn rembug!iorum pe1temu21n pe\an:, lemu tekn:c; dan lemu tugas. 
iv1ela\<,ul<.an selel<.s1 dar1 m::ngusulr.an cJ!on f>2n:::flmii pcnghargaan bag1 penyuluh dan pctant berprestasr 
yang bcrt1CJS:i oalarn rangka penrng~ala~ produ~.s• Pad1 t1ngkat Kabupalen'r,?ta 

/ 

~ ( 
I 
I 
\ 
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KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR 188.45/ 428 / VI /2013 

TENTANG 

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT 
KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN 

TAHUN ANGGARAN 2013 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI NUNUKAN, 

: a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, 
pemerintahan menetapkan Program Peningkatan Produksi 
Beras Nasional (P2BN); 

b. bahwa dalaJD pelaksanaaan Program Pcningkatan Produksi 
Beras Nasional (P2BN) clipcrlukan koordinasi yang kuat dan 

·berkesinambunga11 di berbagrri unit kc1ja;'instansi di tingkat 
Kabupaten hingga tingkat Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu mcnctapkan Keputusan 
Bupati tentang Tim Pelaksana Pcningkatan Produksi Beras 
Nasional Tingkat Kabupclcn cla:1 Tingkat Kecamatan Se­
Kabupatcn Nunukan Tahun i\nggaran 20 J 3. 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tcntang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Ncgara Tahun ] 992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tcntang pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656); 

3. Undang-Undang Nomor ] 6 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahnn 1999 tentang Pembcntukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomOl-
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Non10r 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 
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5. Unc!ang-Unc!ang Nomor 3~! Talnm 2004 tcntcUH' Pemcrii;t~1.l,­
~~1~Ia~1 (Lembaran. Negara f\epublik Inc!onesi~ Tahun ~~~~ 

101 125, Tambahan Lembar;=tn Negara RC]Jllblil r d . . 
Nomor 4437) b · < n ones1a 

. , ' sc agaimana telah be bera)Y3 kal. l. bal terakl d ' 1 c 1 u c 1 
. 1lr engan Undang-Unc!ang Nomor 12 Talmn 200S 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
~~~~n 2004 (Lembaran Negara I\epublik Indonesia Tahun 

~omor 59, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Nomor 48"14); 

6. Un_dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pe1atur~ Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indones1a Ta~un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republrk Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerint.ahan antara Pernerintah, 
Pemenntahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 
2D09 tentang Pokok-Pokok Kcuangan Dacrah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A 
Nomor 04); 

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2013 
tcntang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Lenibaran Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2013 Nomor 01). 

Mempcrhatikan 1. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor L; Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah bcbcrapa kali diubab tcrakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Nege1i Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006; 

2. Keputusan Mcntcri Pertanian Nomor 1279/Kpts/ 
OT.160/3/2011 tentang Pcmbentukan Tim Pcmantauan Dan 
Pembinaan, Pclaksanaan Peningket.tan Produksi Beras 
Nasional; 

3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1 008/XII/2012 
tentang Standar Satuan Harga BarangrJasa dan Belanja 
Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 
2013, sebagaimana telah beberapa kali dengan Keputusan. 
Bupati Nunukan NomoJ· 188.45/223/III/2013 tentang 
Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1008/XII/2012 
Perubahan Atas Standar Satuan Harga BarangjJasa dan 
Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 
Anggaran 2013; 

4. Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Ke1ja 
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 
2.01.2.01.01.16.15 Tan2:2:al 23 Januari 2013. 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIM/\ 

KEEN AM 

MEMUTUSKilN : 

Membentuk Tim Pelaksa'na Peningkatan Produksi Beras Nasional 
(P2BN) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan Tahun 
Anggaran 2013 dengan susunan personil sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. 

Tim P2BN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
mempunyai tugas dengan uraian selengkapnya sebagaimana 
tercantum clalam Lampiran III Keputusan ini. 

Tim P2BN dalam melaksanalmn tugasnya, sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan 
jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lamp iran II Kepu tusan ini. 

Tim P2BN dalam rnelalzsanakan tugasnya, sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan 
atas pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Kabupaten Nunukan. 

Segala biaya yang timbul alzibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Tah un Anggaran 2013, Kegiatan Pen gem bang an In tensifikasi 
Tanam_m Padi dan Palawija Tahun Anggaran 2013, kode 
kegiatan 2.0 1.2 .0 1.01.16 .15. 

Kcputusan ini mulai bcdaku pada tanggal ditetapkan. 

~an disampalkan kepada .Ytlt : 

l. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim 
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunulmn 
3. lnspektur Kabupalen Nunukan 
4
· Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan 

· S. Kepal? Badan Penyuluh Kabupaten Nunukan 
6
· Carnat Wilayah Kecamatan se-Kabupalen Nunukan 

7 
Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertania.n Perikanan dan Kehulanan sekabupaten Nunukan 
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupalcn Nunukan 

:Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Nunukan 
:-t<-;.·•-pa.•a. Bagian Ekonomi Setkab Nunukan 
,·-c·-~p•:ua. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air 

Pendamping pacta BPTP 
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabup3ten Nunukan 

---~ ..... ,., Swadaya Masyarakat 

----- -~~---~-------~-
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11 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR 188.45/ 428 /VI /2013 
TENTANG 
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS 
NASIONAL TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN 
SE-KABUPATEN NUNUKA.N TAHUN ANGGARA.N 2013 

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL 
TINGKAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013 

JABATAN INSTANSI JABATAN TIM HONORARIUM PER KEGIATAN KET l 
2 3 4 5 

Bupati Penanggung jawab Rp 1.250.000 X 2 Rp 2.500.000 
Asisten II Set Kab. Nunukan Ketua Rp 1.000.000 X 2 Kp 2.000.000 I 

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Sekretaris Rp 812.500 X 2 Rp 1625.000 
l<epala Badan Ketahanan Pang an dan Pelaksana Penyuluhan Daerah ·~ Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 ! 

Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Nunukan ./ Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 
l<epala Disperindagkop dan UKM Kab. Nunukan l/'..-1 Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 
Peneliti Pendamping pada BPTP Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 
Kepala Bagian Ekonomi Set Kab. Nunukan \ •. /·· ' Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 I 

Kabid Produksi Tanaman Pangsn dan Hortikultura v Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 13oo.ooo 1 -----1 
Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air ,/ Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 
Kabid lnformasi Teknologi dan Bina Usaha I Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 I 

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Nunukan Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 I 
1} Lembaga Swadaya Masyarakat Panjiku Anggota Rp 650.000 X 2 Rp 1.300.000 - j 
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LAMI'Il<I\N li 

Kl£PUTUSI\N !lllPt'\TI Nl :NUki\N 
NOMOF~ 18~ !:;/ /+~8 /'Jl 1201:3 
TENTANG 

TIM PELAI\S1\N/1 PENJNG!\ATAN PI<UUUI..:Sl BEF~AS NASIONAL 
TINGKAT KAUUPATEN DAN TINGKAT I..:ECI\MATAN SE­
KABUPATEN NlJNUKAN TAl-l UN ANGG/\l<AN 2013 

SUSUNAN TIM PELAI\SANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P28N) 
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013 

~KATKF~AMATANSFRATIKTFN~AH NA PFNINr.KATAN PR()niiKSI RFRII.S NASI()NAI IP7RN\ TIN' · 
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N(l, JAuATAN INSTANSI 
------- -~-----·-------------

------~------------ --- --

2 I -----~~~-~----

i'ELAKSANA_PEtltNGK~TANPRO~oiJK-SIBERft.SNA.~o~N~~~zsu 
(:~!)i;it Sc::h:M, Bell at 
~:~:;r~ LJf,-TBPJKKecamatan-Sebatik Barat '''""1-c --

KOOfU~lclillf Pe h Pertanian Kecamatan Sebauk Barat 
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JABATAN INSTMSI JJ1BATAN Tlr1l 
----------

2 3 
--- ---- -- ---

HOI~OR4f~iUfvl KEGIAT t\N 
-- --·--

4 
~~--~ -~--- --------; 
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LAMPII\i\N III 
KEPUTU0f1N BUPATI NUNUKAN 
NOMOR 188/~5/ / /2013 
TENTANG 
.TIM PELAKSANA PENINGKATAN 
PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT 
KABUPATSN SE-KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KABUPATEN 

1. Tim Pelaksana kabupaten/kota, mempunyai tugas utama : 

a. Menyusun rencana kerja peningkatan produks! padi tingkat Kabupaten/Kota; 

b. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik di lokasi P2BJ'.J 

tingkat kabupaten/kota; 
c. Menyusun programa penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota 

d. Menyedia\c.an kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat 

kabupaten/kota; 
e. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi. 

2. Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana; 

b. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalarn rangka perencanaan peningkatan 

produksi padi ; 

c. Mernbangun database yang terkait deng<m peningkatan produksi padi 

d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim pelaksana Kabupaten/Kota; 

e. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatzm; 

f. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi p<Jdi ; 

g. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/1\ota. 

3. Dinas Teknis )'ang membidangi Tanaman Pangan, mempunyai Tugas ·. 

a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/kota ; 

b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat 

Kabupaten/Kota ; 
c. Mengidentifikasikan dan rnenetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, 

luas tanam, dan luas pan en ; 
d. Menerapkan rekomendasi teknologi spcsifik lokasi ; 
e. Menerapkan optimalisasi lahgan dan melaksanakan percetakan sawah ; 

f. Membangun dan mernelihara jaringah irigasi (JITUT/JIDES/TAM), cmbung clan 

pornpanisasi serta rneningkatkan peran~m Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 

untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi ; 
g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta 

pestisida sesuai prinsip 6 tepat(Waktui;tempat,jumlah,dosis,harga, kualitas) ; 

h. Merencanakan pengalokasian penernpatan petugas POTP dan pengawasan mutu 

benih pada \obsi sentra produksi padi ; 
i. Fasilitasi aksebilitas suber permodalan dalm rangka mendukung peningkatan produksi 

padi; 
Menviaokan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi. 
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4_ peneliti Pendamping dari BPTP, mernpunyai tugac; 

a. fVlerancang dan menyediakan benih untuk display dan uji <Jd 3 ptasi varictas scrta 

merekomendasikan penggunaan varietas unggu/ spesifik /okasi; 

b. Mengawal Pencrapan teknclogi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanarn ; 

c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangJn SL- PTI; 

d. Menyebarkan publikasi, bahan cetalcan dan elektronik untuk bahan penyuluhan; 

e.• Mengidentifikasikan masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam 

penerapan teknologi ; 

f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pel<1ksana Penyuluh/ 

Ke\embagann yang membidangi Penyuluhan di Kabupdten/Kota sebagai bahan rnateri 

penuluhan pertanian. 

s. Badan Pelaksana Penyuluh, mempunyai tugas : 

a. Menyusun programa penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian 

target produksi padi yang te\ah ditetapkan oleh Dinas Terkait yang membidangi 

Tanamn Pangan; 

b. Menyusn materi penyuluhan dan menyeb&luaskan teknologi sp('sifik lokasi yang di 

rekomendasikan oleh Balai Pengkajian Tekrwlcgi Pcrtanian; 

c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pert<Jnian berdasarkan lokasi SL- PTI 

dan sentra produksi padi; 

d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik; 

e. Meningkatkan kapasitas dan kinerjil ·pcnyuluh rnclalui pelatihan di BPP dalam rangka 

peningkatan produksi padi ; 

f. Menetapkan lokasi Demplol, Denfram, da11 Demarea se1la SL-PTr berdasarkan usulan 

BPP/BP3k; 

g. Merencakan dan melaksanakn rembug/forum pc'rtemuan petcmi, temu teknis dan 

temu tugas; 
h. Me\akukan seleksi dan mengusulan caion pcnerima penghargaan bagi penyuluh dan 

petani berprestasi yang berhasil dalam rangka peningkatan produksi Padi tingkat 

Kabupaten/kota. 

. I'" 
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LAMPII\.AN lV 
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAJ·~ 
NOMOR 188.45/ / /2013 
TENTANG 
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PI<.ODUKSI 
BERAS NASIONAL TINGKAT KECAMATAN SE­
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 
2013 

URAfAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2Bf~) T!NGKAT KECAfvlATAN 

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan rnempunyai tugas utama : 
t Me\aksanakan peningkalan produksi padi tingkal 1\ecamalan s8Suai dengan target d::w. renca11a keria yang di 

tetapkan; 
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi; 
3. Melaksankan programa penyulutlan tingkat kecamatan 
4. Mengkoordinasikan pemafaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efesien tingkat kecamatan. 

Dalam menyelanggaran tugas utamanya sebagaiman tersebut diatas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan di 
bantu o\eh Sekretanat, ya11g berkedudukan di Ba\aiiKantor yang membidangi penyu\uhan pertanian. Sususnan 
keanggotaan dalam SekretanatTim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari : 

Secara rincian tugas masing masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut : 
1. Kepala UPTD/UPT Pertanian, mempunyai tugas: 

a. Menetapkan sasaran arealluas tanam ; 
b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani ; 
c. Mengkoordinasikanpengawasan peredaran beni\1, pupuk, pestisida dan a\sin"tan di ting\-',at Kecamatan ·, 
d. Menggerakkan kegiatan penanan:an padi pada lokasi sentra produksi pdi di tingkat kecamatan ; 
e. Menghitung luas areal panen rldi ; 
f. Mendampingi Mantri Statisti dalam penghitungan hasil perhektar 

2. Balai Penyuluhan/Koordinasi Penyuluh Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas : 
a. Merencanakan kegia\an pemlamping;:m penerapan teknologi spesifik lokasi dan pcnerapan kalcnder pola 

tanam; 
b. Menyusun programa pe;ny\uhc:m pertanian untuk mendukung pencapaizm target produksi pacll yang telah 

diterapkan oleh Din as Tcknis yang mcmbidangi T anarn;m Pang an ; 
c Menyebarluaskan informasi teknologi spesifik \okasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendarnping kepada 

petpendampinani pada sentra produksi padi ; 
d Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi ; 
e Menyediakan dan menyebarluaskan informasi agribisnis di tingkat l\ecamatan; 
f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyu!uh dan 

petani; 
g. Melaksankan Demplot, Demarea dan SL -PTT scbagai unit pembGiajaran petani dalam rangl\a peningkatan 

produksi padi; 
h. Melaksanakan forum penyulu\1an tingkat desa dan \emu lapang antara petani, penyulull, peneliti pendamping 

di tingkat kecamatan. 

3. Petugas OPT, mempunyai tugas: 
a. MerencaKan, menyiapl<.an, mela\\sanakan, mengembangan, mengeva\uasi, membimbing, melaporKan, 

mengamati, menganalisis, meramall\an dan mengendalikan organisrne pGngganggu tumbuhan serta 
melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida; 

b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisrne pengganggu tumbuhan dan 
dampak perubahan iklim; . 

c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan orgamsme penggangu tumbuhan 
dan Jampak perubatlan iklim; . . 

d. Analisis dan e'Jaluasi per\\embangan serangan organisme penggangu tumbuh~n dao dampa\\ perubahan 11\hm; 
e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penaggulangan orgar11sme penggangu tumbuilan dan 

dampak perubailan iklim; . . . 
f. Pendampingan penuyusunan -RKD/RDKK dttingkat ke\orn~ok tam (khususnya yang berhubungan dengan 

organisme pengganggu tumbuhan dan dampak peruba~a~ 1kh~); . 
g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk_dan pestistda dt ttngkat petam; .. 
h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organtsme pengg~~ggu tumbuhan dan dampak perubahan tkhm dan 

hasil monitoring peredaran dan penggangu pupu\\ dan pesbs1da. 
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4 Kepala Desa/Kelurahan, rnempunyai tugas 

a Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antam penyuluh, petani, kepala UPT/UPTO Pertanian 
Kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK!RDKK di tingkat desa/ kelurahan; 

b. Mengera~kan masyarakat unluk melakukan peme/iharaan jaringan jrigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi 
usahatan: (JITUT) serta pengaturan Jadwa( pembag:an dan perg:liran penggunaan air irigasi di tiingkal desa/kelurahan; 

c. Menggerakkan masyarakan desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; 
d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurallan. 

5. Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas : 
a. , Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK : 
b. Membimbing penere1pan teknologi spesifik lobsi sesuai dongan pola tanam dan pola usahatan1 ; 
c. Memfasiltasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar; 
d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping ; 

e. Melaksanakan rembug posluhdes dalam rangka menyelisaikan permasalahan yang di hadapi petani pada 
lokasi sentra produksi padi ; 

f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. 

g. Melaporkan perkembangan luas lahan, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan kepada UPTD 
Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
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D;::c-ral-1 (L,ern1:ostrarl j\Jcgai'cl J-Zepul:,1il-~ I11clol1esic\ 'fab.Ltl1 :200.::~ 

Nomor 125, Tarnbah:=m L:-rnbaran l'Jegar8. Republik Indonesia 

terakhir d~ngc:-cn Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kedua f'l.tas Unclang-Unchng Nomor 32 

TccL'Lt~n 200·~ i.Lemb:cu·an 1\feg::Lt·a Republik Inclone"-:ia Tab un 

G. lTcdc-l1Lg-UJ~!_(~(.=t-11f~ l'~·nrn<Jr 1 ·~~ 'T::.d11-1n ~~(_} 11 ;_ 1~llt:Clrl:S F1CiTiL:e::-rltLll"-~~;_·f! 

F·e- <:ttLlrarl F::~i ·r_lfld 31-l£:~:- u 11 .:1.'~-~1g~~ 11 ( f_~ern 1Jz;;. 1·c:_r1 I\J egc.:trct .G?_er) 1j bliJ-~ 

t1. Pf:l~cttttrs.rt 1)c;_·~ra11 l(abU}JC:.te11 I\Ttl11Lll~;8_n I\lolilor CtL~ T'cl1Ll11 

20ifj t~::nL:rng Pokok-Pokol~ Keuangc:n1 Daerah (Lembar2t11 

D;::,_:;rah 1\c:JJUXlterJ Ntmukan T:::1bun 2009 I'lomor (}'! Seri A 

I(z:t•Ll))S.ter_!, I··-1ttruJ.J(:_:u;_ .-C'2,_llLl]1 J\ngga_rc .. .r1 2014 (Lembarar_; 

D_:.::_::?.l~a._};_ I(~3_b\_-q)a..ten I·-ful11_l1zaTl'T'8_l1Ul! 2Cll?.- I\TciYHJr 2(1). 
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KEDUA 

f 
l 

KETlGA 

KEEMPAT 

0-

i_)ClJ.'--;! 1} Tahun 2006 

f~onnr 2: (ahun 20 ll tentang Perubahan 

:-,,i·atw·an Mcn~Gi Dd::nn Negeri NmTlOr J 3 Tahun 

Nom.or ! '279/Kpts/ 

Pelalcs:?tn:?_2_11 Feningkatan Pmduksi Beras 

et ::.turan B~lpati Kabup:.otten Nunukan Nomor 48 Tahun 2013 

t ~~ 1 tang P.c ·1jabaran Anggc:uan Pendapatan dc.u1 Belanja 

D;::c~rah K<lbupaten Nunukcm Tallun A.ngaran 2014 (Lembaran 
f);;~r<:1.h K2bupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013 

Nomor152); 

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/ 1040/XII/2013 
t•:'ucang :::-;·;andar Satuan Harga BarangjJasa dan Belar1ja 
Fe,:;<:~wai Fc•nerintah K<:tbupaten Nunukan Tahun Anggaran 
~-~ () J 

:::-,_ [Jcicumen Pdaksanaan Anggarm1 (DPA) Satuan Ke1~ja 

Fe ·c:.ngkat l)aerah Dina3 Pertanian Tanaman Pangan dan 
Fe cl'nakan Kabupaten Nun~tkan Tahun 2014 Nomor 
:2.'!1_2_01.() i .16.15 Tangg2l 8 Januari 2014; 

lvi{'Ed~, n tuk Til'l Pdaks;::.ng Peningkatan Produksi Beras Nasionzd 

(D'rr:;r:.-, 
1 L_,.___l_!_'.! Kabupatcn 

der1gcu1 susunan personi1 sebagaimana 
terca.ntum dala_m Lampir2,n I dan Lampiran II Keputus2.11 ini; 

Tim P2BN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESl'•,TU 
mempunyai tugas dengan uraian se1engkapnya tercantum dahm 
Lampixan III Ke:putusan ini; 

Tim P2BN clalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana 

climal-c,,ud daJam Diktum. KEDUA diberikan honorarium dengan 

jun"llc::L besara'l yang mana tet'canturn dalam -Lam_piran I dan 
Lamp;Yan II Keputusan ini; 

Tim P2BN 6_:-,iam melaksa11akan tugasnya, se:bagaimana 
dimaksud dalam Diktum_ I'illDUA wajib menyan1paikan laporan 
a.tas pcla_'ks<:maan tugasnya dan bertan.ggung jawab kepada 
Bupati Kabupaten Nunukan; 
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l(aJJLt lJCLtt;.Il / ~:;-_uta_ 
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42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



v 

, c~. 

' ~ - ,·., ·, 
::.·'-

42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I 
i 

(J 

I l' 

; -~ .~ .' 

~~- •' :· > ••• - •• 

. -,-.-.-
- -

.-·-,··· 
' ~I ~ 

.. ~.:. ;,;~"L\ -.. ·~-~: -~~::"·;.:_;~~:~';-.d:e.,(:_ !~~·:.-~ir.:r.~- -~:;}<-:· ~-__:. c -·- ---
j· . .;J ,~ \.::_!~:;:;;--: .'lJ-:r -, ..__, ~-. · --: -~. o-1 ~ -1 ----- -·f ~ --r'1 d.-r-ei -~ ,_ dj -·--= -- ~~, 1 ~ ·- I(t: c 3. rr~:?J:-iY1 :~--~ :~ t~~u 

';. ~~t~~i},;;:>~1~~~:~;(;J~%~~\;J1i~;:~elt;~~\~~~1;;~:~;~,~ .. a • ,,;,, 

[)Rlarn menyelane;g'tr::m tU?JtS utsrna<1ya sebagaiman tersebut dic:rt_as. Tim 
!JelBks_ana F~!BJ\J Tingkat - !\:ecamatan- di barttu cleh SeLn=·lariat, y~<_ng 
oerkeC!udukan di Bcl1ai/Kantor ymw: mcmbidaru:·i penyuluha1; 1XT[21l.lc~l1. 
-SlJSUS113J1 1-~e<:l!lggc·taaJl. d.cdmn Sc1~:l_~etariatT11TI ~Pe1a1~sa11a l_]2Bl\1 Tl1-~gl~2.t 
1(eca.lTt<---:1_-;.?_n, terdi-?i ci~u~i 

Scc·c~_.r-c;~ _;'-~~~-::..l;_::u; 1ti . ,~ .. !"''t<: ______ urnt· k.eJ-J;[I_ d;:detr~ c·i·h-..--i ·,_')_-Lt_-._s:_·tr~Ct F•:28i\ 
Tingkst L..:c lmDL::,!~· :>cbag;:rL t:~, 1'-i1;~~;~~

1

; 1"' 
1 - ~£;l~~~7~~~~~:~f:"~~; ~:~~,·a~~~~'\~~~~;~~:~r 1;_l~~sG~~~~~~rli tuga:" 

h r.,IJ_e11~~,l::_c~~11J)ih).~~i L1SL11C:tTi l~J)E clcll1 }{_JJI(J-= dari l(E"lOJriT)Ol,~ t~tl~l~ 

c · :~1~Gf};;~;·~~l~j\c;~f},~!~llg;~:~t~.<~-~,;;~~:~l pel·edanm Lcnil{, pupu l. 

t~ ·o(2 r1~-=-u1nru.c:n r·clclj j)~~t_(~e lc-1-~::-~~:-} ~~~(-!'};-((_": 

.(~ . 

eli tingkiJt 

42528.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



l ... ../ 

I;' 

-- ,- ·-~ I\ 

U_~l_-L 

.-: ~1 ;2_, , __ ; l 1 

::· .. -:-ltt_la{_;r 

i _'t~: l' J_:: . 

t-. ;.~{._-:.:.r::''J.ran t1~:1_:~i: ~~ ::.r~ ::·c·r 
·:=i-:~.:1 cl~3.r1..1J;c}~ -t ik.hrn 
~;;~ t~g2~C1rJ.S~t ·pltrr·~ j< '-Js_rl !}i -3f·\~sicfa_. 

' ' ~. (._ '~ ·. ' . i-;'_ ;· r:~t '-~--s:_--s·.);~-1.'- i::_ -_-· 

I ](.1 ~ t 11: 

'· ~~c·itX;~·~,g:~i1Y/c~f'1~~;·~s;:~~~~,~~.'~~n}~~~~~j,~\~~~.!~\~/ rem bug de sa ant2na peny:-lluh, 
r~et~L~'1i' 1zeJ~1CtL3- :JPT I lJP~~1J Flcl-t~ln ir=~ __ rl l(ecaxnatcut claJal11 rarlgl-.:a pell)'ldl)3.11 

:-.:.P /CL, PC:IT':/U~.unan RDi',)RDKK di t.ingkat desaj k~lurahaf':; . . . . 
L~ ~-·-._.,.Lc:o_~:::r&.,_)-::.·:trl rn::;~f::}'(:tr-elJ~:-~t ur:u.)_~l< t!·teL.::.tk.t.ll<Ett1. pern_elil1ar.c-tar1 JB__:tii1g:.Ir_t 1r1g.2~J 

desa (,JIDES) clan jariLg;cm. ingasi usahatani (JITUT) serta pengaturm1 
.i&dv,·aJ f'Jem&agian da.n. pergiLixan penggunaan air mgas1 di tiingkat 
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan 
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